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ABSTRAKSI 

Pemerintahan dalam suatu negara pada hakekatnya 

terbentuk oleh satu bangsa dalam mencapai cita-citanya, 

demikian seperti yang terkandung dalam alenia IV 
Pembukaan UUD 1945. Seperti dijelaskan dalam GBHN, dalam 

rangka melancarkan pelaksanaan pemerintahan dibentuklah 

pemerintahan daerah. 

Untuk itu daerah kabupaten Tingkat II Husi 

Banyuasin (Sumatera Selatan) masyarakatnya ingin lebih 

tumbuh dan berkembang terutama dalam kebutuhan hidupnya, 

yang mempunyai kepentingan terhadap kebijaksanaan

kebijaksanaan dan program-program (kegiatan/arahan 

pengembangan) dari pada pemerintahan seperti halnya 

permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Hal ini tidak terlepas dari prinsipnya di dalam 

membutuhkan suatu wadah kegiatan tersebut atau sebasai 

fungsi penunjangnya. 

Biasanya wadah ini dalam pemerintahan Kabupaten 

Daerah Tingkat II menjadi satu kesatuan, maksudnya dari 

satu kesatuan di sini adalah unit-unit kerjanya yang 

sudah menjadi standasr di dalam konsep pemerintahan 

daerah tlngkat II, antara lain :Sekretariat daerah, 

Inspektorat Wilayah Kabupaten Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Kantor Sosial Politik, Harkas Komando 

Pertahanan Sipil dan Badan Pembinaan Pendidikan 

Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pancasila (BP-7). 

Permasalahan yang akan di atasi, sehubungan 

dengan masalah yang sifatnya arsitektural dan non 

arsitektural, sebagai contoh : 

Non Arsitektural (Soft Ware/Non Teknis) 

Hcnungkutkan hasil guna dan daya guna dalam urusan 

penyyelenggaraan pemArintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mp.nllnjang 

citra kota. 
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Masalah Arsitektural (Hard Ware/Teknis) 

a. Bagaimana merencanakan suatu kompleks 

Pemerintahan Kabupaten Timtkat II Musi Banyuasin 

menjadi pusat orientasi warga kota baik secara 

simbolos maupun fungsional melalui ungkapan 

tata ruangnya. 

b.	 Bagaimana menampilkan bentuk fisik bangunan 

kantor Bupati sebagai salah satu perioritas 

utama wadah kegiatan Pemerintahan Daerah Tingkat 

II Musi Banyuasin yang sesuai dengan fungsi dan 

kedudukan dalam pelayanannya terhadap masyarakat 

sehingga memberikan citra sebagai pusat 

pemerintahan yang sebenarnya. 

Pada pembahasan ditinjau dari skala lingkungan 

kota yang memperhatikan faktor fungsi dan faktor 

fisikologis (interaksi manusia dan lingkungan). Porsi 

pada pembahasan terbesar pada design basngunan kantor 

bupati dalam kaitannya terhadap tata ruang pusat 

pemerintahan (layout ruang.) 

Di	 dalam konsep perencanaan dan perancangan 

nantinya disesuaikan dengan permasalahan yang akan 

dihadapi tersebut di atas, misalkan : 

Konsep perencanaan yang meliputi: Pemiliha 

lokasi, penentuan luas site/luas tapak ruang utama, 

luas 1: dang pemmj ang, la-as tapak banganan =s-e-i:a-ruhnya 

dan sebagainya. 

Konsep perancangan yang meliputi : Gubahan tata ruang 

pola hubungan ruang dan besaran ruang serta 

pengelompokan yang berdasarkan hubungan frekwensi 

yang erat sehingga dapatlah diharapkan suatu 

penampilan bangunan yang lebih konsisten berdasarkan 

kebutuhan ruang-ruang yang semestinya. 
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BAB I 

PEBDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu pemerin~ahan daerah adalah sebagian dari pada 

bentuk suatu pemerintahan negara yang mempunyai daerah 

otonom dan di dalam penyelenggaraannya berdasarkan azaz 

desentralisasi dan dekonsentrasi. 

Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyera

han urusan pemerintahan dari pemerintahan atau tingkat 

atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dan 

maksud dari dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari 

pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi 

vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di 

daerah. Untuk itu~ setiap warga negara akan mengetahui 

dimana kedudukannya~ apa hak dan kewajibannya di dalam 

kehidupan bernegara. 

Sebagai fasilitas berlangsungnya pemerintahan di 

daerah maka kantor Kabupaten Daerah Tingkat II mempunyai 

tujuan dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada 

mnsyarakat yang dipimpin oleh seorang bupati kepala 

daerah. 

Agar pemerintahan di daerah dapat berlangsung diper

lukan' unsur-unsur management yang akan melayani masyara

kat secara administratif maupun operasional. Kemudian 

untuk memperoleh efisiensi kegiatan kerja p pelayanannya 

perlu didukung oleh organisasi pemerintahan~ personil~ 

peralatan dan wadah kegiatan yang efisien. Susunan dan 

pembentukannya harus disesuaikan dengan UU No.5/Th 1974 

ten tang pokok-pokok pemerintahan di daerah~ yang disesu 

1 
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aikan dengan Pasa! 4 Bab III mengenai daerah otonom yang 

berbunyi bahwa : "Daerah dibentuk dengan Ilellperhatikan 

syarat-syarat kellampuan ekonolli, jUlllah penduduk, luas 

daerah, pertahanan dan keamanan nasional dan syarat

syarat lain yang Ilellungkinkan daerah Ilelaksanakan pellban

gunan, pellbinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa 

dalam rangka pelaksanaan otonolli daerah yang nyata dan 

bertanggung jawab" . 

. Demikian pula halnya dengan Kota Sekayu-Kabupaten DT 

II Musi Banyuasin. didalam perkembangannya hingga saat 

ini memiliki fungsi dan perananan yang sangat penting. 

yaitu sebagai berikut : 

a. Pusat pemerintahan tingkat kabupaten dan sebagai 

Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Musi 

Banyuasin. 

b.	 Pusat Utama Wilayah Pembangunan (WP)C dan Sub 

Pusat Utama Wilayah Pembangunan (WP) Sekayu 

dalam sistem pewilayahan Sumatera Selatan. Wilo.

yah Pembangunan Sekayu dengan pusatnya di kota 

Sekayu meliputi sebagian 

Banyuasin. 

c.	 Pusat Utama BWK C. 

d.	 Pusat distribusi barang dan jasa Kabupaten DT II 

Musi Banyuasin. 

e.	 Pusat penyediaan dan pelayanan fasilitas sosial. 

ekonomi dan budaya. 

f. Pusat pelayanan transportasi. 

:::2 
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Fungsi dan peranan tersebut diatas merupakan 

potensi utama bagi pembangunan dan perkembangan kota 

Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin. Hal ini karena 

semua kegiatan penting seperti pusat pemerintahan, 

perdagangan dan jasa, industri, transportasi dan fasili

tas pelayanan umum dalam skala lokal berpusat di kota 

Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin. Namun demikian, 

hal ini sekaligus juga merupakan faktor penarik utama 

bagi penduduk untuk berurbanisasi ke kota Sekayu-

Kabupaten DT II Musi Banyuasin. 

Adanya berbagai karakteristik dari kegiatan-kegia

tan tersebut diatas akan sangat mempengaruhi perkembangan 

struktur tata ruang kota, seperti : meningkatnya kegiatan 

komersial kota, perkembangan pemukiman baru dan kebutuhan 

fasilitas pelayanannya, kebutuhan perluasan, sistem 

jaringan transportasi, meningkatnya kegiatan perdangan

gan, perkantoran yang selanjutnya membutuhkan areal 

pengembangan baru atau terjadinya intensifikasi penggu

naan tanah di beberapa kawasan tertentu dan lain-lain. 

Ha 1 j D j sel aDj)]tD~7a akaD mempeDgar~t!lk~-S.n 

struktur kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin di 

masa yang akan datang. Dengan demikian agar perkembangan 

fisik kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin dapat 

menjadi wadah pelayanan optimal bagi terselenggaranya 

segenap kegiatan penduduk kota maupun daerah 

belakangnya/daerah pengaruh, maka diperlukan adanya 

pengarahan dan pengendalian kota secara bertahap dan 

opera-sional. 

-::-OOM__ 
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Oisisi lain, Pemerintahan Daerah Tingkat II Musi 

Banyuasin telah merencanakan juga untuk meningkatkan 

status dari kota 5ekayu, dar1 Kabupaten DT II (Kota 

Administratif) menjadi Kota Madya. Kebijaksanaan ini 
~ 

tentu akan memberikan implikasi yang luas terhadap per

kembangan dan pengembangan kota Sekayu! dimasa datang, 

baik dari segi rung pisik maupun fungsi dan peranan 

kotanya. Menghadapi berbagai implikasi yang akan muncul 

sebagai akibat peningkatan status kota Administratif 

Sekayu menjadi Kota Madya, maka gagasan pemerintahan 

Daerah Tingkat II Musi Banyuasin untuk memindahkan Ibuko

ta Kabupatennya dari wilayah yang berorientasi disepan

jang aliran sungai Musi (sebelah selatan Kota Sekayu yang 

lama / BWK C), ke Ibukota Kecamatan Sekayu, juga merupa

kan Ibukota OT II Musi Banyuasin yang terletak di bagian 

utara Ibukota Propinsi Tingkat I Sumatera Selatan (Palem

j:bang) . 
I~ 

Oalam hal ini dapat dinilai sebagai langkah yang 

tepat dan strategis. Untuk kemudian Ibukota Kabupaten ini 

-------akan mendnkunELpenanggul-.angan berbagai permasalahan kota J 
Administratif Sekayu dan ~emberi _aleluasaan bagi pengem


bangan dirinya menjadi Kotamadya (dimana sebagian Ibukota
 

Kabupatennya dapat mempersilakan wilayahnyai. Dengan
 

pemindahan Ibukota Kabupaten tersebut berarti sebagian
 

beban fisik dan beban fungsi Kotanya akan dialihkan. Dan
 

ibukata kabupaten yang baru diharapkan dapat mewujudkan
 

suatu pengakuan umum dari masyarakat, yang akan mendudu


kan dan menumbuhkan" Citra .. pusat pemerintahan yang
 

sebenarnya.
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Situasi di atas sekaligus dijadikan alasan pemer

intahan Oaerah Tingkat II Musi Banyuasin untuk memindah

kan semua pasilitas f1S1k penunJang kawasan pusat pemer 

intahan ke kota .. Baru ibukota kecamatan Sekayu. 

Salah satunya fasilitas fisik yang menjadi prioritas 

utama kegiatan pemerintahan adalah kantor Bupati Kepala 

Oaerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang sebagai wadah 

pelaku fungsi eksekutif. Kantor bupati ini harus dapat 

menampilkan satu identitas fisik sesuai kedudukkannya 

yang tertinggi dalam fungsi pelayanan terhadap masyarakat 

wilayah Kabupaten OT II Musi Banyuasin, sehingga apa yang 
! j 

diharapkan dapat mendukung dan menumbuhkan 'citra' pusat 

pemerintahan yang sebenarnya. 

B.	 PERKASALAHAN 

I.	 Non Arsitektural (soft ware/non tekn is) 

Bagaimana meningkatkan hasil guna dan daya guna 

dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

~aDgka menunjang citra kota. 

II. Arsitektural (hard ware/teknis) 

- Bagaimana merencanakan/merancang suatu 

kompleks pemerintahan Kabupaten OT II 

Banyuasin menjadi pusat orientasi warga 

baik secara simbolis maupun fungsional, 

Musi 

kota 

mela

'" 

II 

II. 
i 

lui ungkapan tata ruangnya. 

- Bagaimana menampilkan bentuk fisik bangunan 

kantor bupati sebagai salah satu prioritas 

utama wadah kegiatan pemerintahan OT II Musi 

5	 I 
I 

I 
I 

~-.. _J 



Banyuasin yang sesuai dengan fungsi CIan 

keduduk,ltannya dalam pelayanan terhada12 
I

masyarakat, sehingga dapat memberikan citra 

sebagai pusat pemerintahan yang sebenarnya. 

C. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 

Memberikan alternatif design kantor pemerintahan Ibu 

Kota sekayu-Kabupaten OT II Musi Banyuasin di dalam 

pembangunan kawasan baru yang sedang dilaksanakan 

sesuai dengan Perda setempat, kedalam suatu uraian 

proses perancangan fisik yang didasarkan pada 

pengkajian kondisi yang ada. 

2. Sasaran 

-	 Mencoba merumuskan cara untuk memberikan citra 

kota Sekayu-Kabupaten OT II Musi Banyu - asin, 

melalui suatu analisa dan studi lokasi pusat 

pemerintahan khususnya dari faktor kondisi fisik 

dan lingkungannya. 

- Menyusun konsep perencanaan dan perancangan 

ruang pusat pemerintahan Kabupaten OT II 

Banyuasin di Sekayu dengan fasilitas 

tata 

Musi 

kantor 

bupatinya, atas dasar fungsi dan peran terhadap 

kota. 

e~ 
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D. LINGKUP PEKBAHASAN 

- Pembahasan ditinjau dari skala lingkungan kota 

(kompleks pusat pemerintahan) yang sebelumnya 

dibahas secara selintas dari skala regional 

(kaitannya dengan Propinsi Sumsel) dan skala kota 

baru sesuai dengan perencanaan kawasan yang sedang 

dilaksanakan (Ibu Kota Sekayu). 

- Porsi pembahasan terbesar adalah pada design 

bangunan kantor bupati dalam kaitannya terhadap 

optimalisasi tata ruang pusat pemerintahan. 

~ 
E. SISTEK4&ATlKA PENULISAN I 

Tata urutan penulisan yang digunakan adalah sebagai I 
, 

berikut 
- Bab I. Pendahuluan, yaitu memberi gambaran 

tentang latar belakang permasalahan yang 

dihadapi, serta hal-hal yang berkaitan 

dengan tata cara penulisan. 

- Bab II. Penjelasan Umum, menjelaskan tentang 

program-program pemerintahan yang berkaitan 

dengan permasalahan, batasan-batasan yang 

digunakan dalam perencanaan serta dasar 

teori yang menunjang analisis, 

- Bab III. Analisis, membahas kaitan antara 

program pemerintahan dan batasan perencanaan 

yang ada (terutama dari faktor kondisi fisik 

dan lingkungan) dengan masalah arsitektur. 

- Bab IV. Konsep Perencanaan dan Perancangan 

merupakan kesimpulan dari pembahasan yang 

telah dilakukan. 

7' 



BAB II 

PENJELASAN UKUK 

A. Dasar-dasar Pemerintahan Daerah Tingkat II 

Menurut UU RI No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

pemerintahan di Daerah, 1) daerah di Indonesia dibentuk 

berdasarkan azaz dekosentrasi dan desentralisasi. Sebagai 

realisasinya, di daerah terdapat dua jenis pemerintahan, 

yaitu pemerintahan yang bersifat administratif (azaz 

dekosentrasi) dan pemerintahan yang 

(azaz desetralisasi). 

NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Azaz Desentralisasi
 Azaz
 

I
I DAERAH OTONOMI[ IWILAYAH 

I
 
,I 

IOAERAH 

IDAERAH 

TINGKAT I I I PROPINSI I 
I I 

TINGKAT III I KABUPATEN I 

bersifat otonomi 

Dekosentrasi 

I 
ADMINISTRATIF I 

I 
I 

IBUKOTA NEGARAj 

J 

I KOTAMAOYA I 
II KECAMATAN I 

I

I KECAMATAN I 
I 

KOTA 
ADMINISTARSI 

J 

KECAMATAN 

Skema pembagian Wilayah 2) 

2) Harkus SL1g'iharjo~ Thesis~ Jurusan FT UGH~ 1978 

B 

! 
>, 

I 
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Berdasarkan azaz Desentralisasi, Pemerintah Daerah 

Tingkat II mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendir1. 3) yang 

dimaksud Pemerintah Daerah Tingkat II disini adalah 

Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

yang dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dibentuk 

seketariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah. 4) 

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif 

dan DPRD sebagai pemegang kekuasaan legeslatif, dibentuk 

oleh staf administrasi serta Dinas-dinas Daerah, Secara 

bersama-sama menjalankan fungsi pemerintahan daerah, 

a.I.: 5) 

- Fungsi keamanan dan ketertiban, yakni fungsi pemerinta 

han untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum 

agar keseluruhan proses pembagunan dapat terlaksana. 

- Fungsi keamakmuran dan kesejateraan, yakni mengantarkan 

rakyat pada suatiu taraf kemakmuran dan kesejateraan 

I lahir dan batin melalui perancanaan dan program-program 
I 
~ disegala bidang. 

I 
Elln g s-i---=c=AcURin j.s±-r-a s i mempu D )lALp~ng ecl ian dan maksud i

' 
untuk mengefektifkan dan mengefesiensikan usaha pembag

unan yang dilakukan. 

Selain kedua unsur dasar Pemerintahan Daerah Tingkat II 

di atas, Terdapat Dinas-dinas Vertikal di daerah yang 

merupakan tangan-tangan kerja pemerintah Pusat, baik dari 

unsur Departemen maupun Non Departemen. 

3) Pasal 7 UU RI No 5 
4) Pasal 13 UU Ri No 5 
5) Penjelasan UU RI No 

Tahun 1974 
Tahun 1974 
5 Tahun 1974 
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Dalam tata kerja, Kepala Daerah yang sekaligus 

merangkap sebagai Kepala Wilayah/Bupati, harus selalu 

memenitor dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan 

program instansi-instansi vertikal tersebut, sejauh tidak 

bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan 

yang berlaku. 6) Khusus menyangkut hubungan tata kerja 

antara kepala Daerah dengan DPRD. masing-masing tidak 

bertanggung jawab, akan tetapi kepala Daerah harus mem

berikan keterangan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan 

pemerintahan Daerah, agar DPRD selalu dapat mengikuti dan 

mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah . 

Sedang dalam mejalankan hak, wewenang dan kewajiban 

sebagai pipinan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diban

tu oleh Wakil Kepala Daerah serta instansi-instansi yang 

berkaitan, yaitu : 1) 

- Badan pertimbangan Daerah, yang bertugas untuk memberi 

kan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah. 

- Seketariat Daerah, yaitu unsur staf yang membantu 

Kepa la Da era h d a 1am menxe 1enggo 1'a ken pemer j n tah-D-ae-r-ah_. 

- Dinas-dinas Daerah, sebagai unsur pebagai unsur pelak 

sanaan Pemerintah Daerah. 

- Perusahaan Daerah, merupakan unsur pelaksana Pemerinta

han Daerah terutama bergerak dalam usaha menambah 

penghasilanDaerah. 

5) Penjelasan UU RI No 5 Tahun 1974 
6) idem 
7) ibid 

:.L ell 
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- Inspektorat Wilayah Kabupaten, merupakan perangkat 

pengawasan umum yang diperbantukan kepada Bupati/kepala 

daerah Tingkat II dalam kedudukannya sebaga1 kepala 

Wilayah. 

- Badan perancanaan pembagunan Daerah (Bappeda), merupa

kan staf yang langsung dan bertanggung jawab pada 

Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perenca

naan dan pembagunan, serta penilaian dan pelaksanaan

nya. 

- Kator Sosial dan Politik Kabupaten, adalah aparat 

departemen Dalam negeri yang diperbantukan kepada 

Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk menangani masa

lah-masalah sosial politik di Kabupaten. 

- Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Pengha

yatan dan pengamalan Pancasila (BP7), yaitu lembaga 

pemerintahan yang diperbantukan kepada Bupati untuk 

melaksanakan pembinaan, pendidikan, pelaksanaan, pedo

man dan penghayatan dan pengamalan pancasila. 

- Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Manwil Hansip), meru

pakan ~tabanan- non milite~~ integral dengan 

sistem pertahanan keamanan Nasional. Mempunyai tugas 

perencanaan, mempersiapkan, menyusun, serta mengarahkan 

potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat. 

B.	 Pembentukan dan Pengembangan Kota Administratif. 

Dalam UU RI No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah, pasal 72 ayat (4) dinyatakan 

Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk 

kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan 

~~I,j,~~~y.~r< Af#rf~ ~o~~.:1. .:L h'f/~llit~I]lIill~~~~.l ~ ':q. II 1Illl! ....
!~i!..L,", . -:: ~o\,,~ .. 
,[ HERPUS !"'T::r;, if 
\: ...'. '-~\I!lil!TIll!!;t$,i',. "'·"".M".f:;--~'t'..'\. ,0)'(.. "-_.	 ...i,: • 
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tersebut, dan sebagai penerapan azaz dekosentrasi, di 

mungkinkan pembentukan Kota Administratif dan sekaligus 

mengembangkannya. 

Pembentukan dan Pengembangan Kota Administratif, 

menurut ' Kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri dibidang 

Pembinaan Perkotaan di Indonesia ' merupakan langkah 

pemulaan untuk memberikan pengalaman pada kota-kota dalam 

pengembangan diri sendiri menujustatus kota yang lebih 

tinggi, yaitu kota otonomi (Kotamadya Daerah Tingkat II). 

Hal tersebut tidak perlu ditafsirkan bahwa kota-kota 

Administratif secara otonomis akan meningkat menjadi 

Kotamadya, tetapi peningkatan status tetap tergantung 

pada kemampuan kota. Ada kemungkinan suatu kota adminis

tratif tidak mampu berotonomi, walaupun sudah cukup lama 

berstatus kota Administratif. Dalam hal yang demikian, 

kota tersebut harus tetap berstatus Kota Administratif 

dan perlu ditinjau lagi status Administratfnya. Pada kota 

Administratif yang telah dinaikan statusnya menjadi 

Kotamadya biasanya akan menghadapi dilema ten tang ibukota 

pemerintahannya. 

Ditinjau dari fungsinya, ibukota merupakan pusat 

kegiatan pemerintahan, pembagunan dan kemasyarakatan. 

Masing-masing kegiatan tersebut saling berkaitan dan 

menunjang. Kegiatan pemerintahan merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintahan dalam rangka 

pelayanan dan usaha pembangunan, yang didukung oleh 

kegiatan kemasyarakatan. Fungsi ibukota yang demikian 

bergerak secara dinamis, dalam hal ini pemerintahan 

.:1...2
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merupakan bagian yang paling domonan dalam ide dan pelak

sanaannya, karena di dalamnya terdapat kegiatan penguru

san berbagai kegiatan pengurusan berbagai kepentingan 

masyarakat. 

Baik Kotamadya maupun ibukota Kabupaten, keduanya 

merupakan pusat-pusat kegiatan pembagunan dan kemasyara

katan dalam wilayah kotamadya dan kabupaten yang bersang

kutan. Sehingga untuk bisa diharapkan pertumbuhan masing

masing, perlu dipikirkan usaha pengembangan ibukota 

secara terpisah antara kotamadya dan kabupaten. 8) Pem

bentukan atau pemindahan ibukota harus tetap mempertim

bangkan tiga fungsi utama ibukota yang telah disebutkan, 

agar dapat menjamin efesiensi dan arah pertumbuhan sesuai 

dengan kondisi daerah yang bersangkutan. 

Menurut pasal 4 UU RI No 5 Tahun 1974, perubahan 

nama dan pemindahan ibukota daerah ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah. 9) Jelaslah bahwa pemindahan 

ibukota kabupatenpun harus ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah/peraturan Daerah setempat. Dan memang harus 

diakui bahwa pemindahan suatu ibukota merupakan suatu 

proses kegiatan yang memakan waktu lama, selain biaya 

yang besar. 

8)	 Prof. Drs. S. Pamuji HPA~ Pembinaan Perkotaan di 
Indonesia~ PT. Bina Aksara~ Jakarta, 1985~ Hal 35. 

9)	 Penjelasan UU RI No 5~ Tahun 1974 . 
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c. Dasar Pengenbangan Kota Sekayu 

Pada prinsifnya kota-kota di Indonesia mulai memper

lihatkan kecendrungan berkembang terutama seJak tahun 

1950-an. Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa masalah

nya adalah pada tekanan-tekanan ekonomi yang terdapat di 

Daerah perdesaan sedangkan di Daerah perkotaan sendiri 

penyediaan kebutuhan, penampungan lapangan usaha maupun 

kesempatan-kesempatan perbaikannya belum siap. Akibatnya 

muncul kasus-kasus perkotaan yang cukup riskan, contoh 

timbulnya daerah-daerah perumahan liar, timbulnya pemusa

tan pedagang kaki lima, timbulnya kegiatan usaha yang 

dikatakan non formal, kekurangan fasilitas-fasilitas kota 

dan lain-lain. 

Hasil pene belitian berapa studi kasus perkenbangan 

kota di Indonesia yang dilakukan lembaga penelitian 

Planologi ITB. Salah satunya menyimpulkan bahwa, kota 
!, 

I 
yang sekarang berada pada status Administrasi yang sama, I 
ternyata belum tentu mempunyai fungsi ekonomi yang 

sama. 10 ) _I
i

Akibatn~p~da beberapa kota ~ang berbatasan wila 

yahnya, persayingan untuk menjadi titik orientasi ekonomi 

masyarakat tak dapat dihindari. Bisa terjadi orientasi 

masyarakat pada kedudukan fungsional Administratif dan 

fungsional ekonomi terpisah. Disuatu pihak, secara Admin

istratif politis masyarakat menjadi bagian kota yang satu 

dan dilain pihak secara sosial ekonomis tergantung pada 

kota lain. 

10) Soedjono 
Kota di 
1978,hal 

D. 
In

24. 

SH. 
donesi. 

Segi-Segi 
PT. Ka

Hukum 
rya N

Tentang 
usantara, 

Tata Bina 
Bandung·.. 

.::L·q. 
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Tarikan ekonomis tak dapat dihindari, karna 

menyangkut pada pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi secara 

konigtif, masyarakat harus menjadi bagian dari wilayah 

yang menguasainya. mungkin secara ekonomis masyarakat 

masih tergantung pada kota lain, tetapi tidak dalam hal 

rasa "diayolli"kota harus dapat dipakai sebagai semacam 

lambang kosmis yang cukup kuat untuk mengorganisir wila

yahnya. hal itu dapat dicapai dengan adanya suatu pusat 

yang mempunyai arti Simbolis. 11) 

Dimikian halnya dengan wilayah Ibukota Sekayu DT II 

Musi Banyuasin, yang berbatasan dengan wilayah Kota 

Propinsi Palembang dan jambi. Perkembangan pesat kota 

Palembang dan Jambi, yang seolah menelan wilayah sekitar

nya, seakan-akan memberi sinyal bahwa sudah saatnya 

Kabupaten DT II Musi Banyuasin mempunyai kawasan pusat 

Pemerintahan yang mampu memberikan nilai tambah baik 
'; 
'; 

I 
bersifat simbolis maupun Fungsional. Dengan harapan 

keseluruhan kompleks pemerintahan secara keseluruhan I
dapat mencerm1nkan Citra sebagai Ibukota Kabupaten D~ 

II Musi Banyuasin,sekaligus membuktikan bahwa kota Sekayu 

berkembang bukan hanya akibat samping dari perkembangan 

Ibukota propinsi Palembang dan jambi.
 

Kota Sekayu disamping merupakan Ibukota kecamatan
 

Sekayu juga merupakan Ibukota Kabupaten Dati II Musi 

Banyuasin yang terletak dibagian Utara Ibukota Propinsi 

daerah Tingkat I Palembang. 

11) Amos Rapoport~ Asal Usul Budaya~ Pembinaan pemungki
man melalui Pengantar kota~ Erlangga Jakarta~ 1986~ 

hal 44. 
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Pada awalnya, kota Sekayu berlokasi di tepi Sungai, 

artlnya orientasi geografis dari kota te~sebut oleh 

adanya pemanfaatan transfortasi sungai sebagai prasarana 

transfortasi dengan memanfaatkan sugai Musi sebagai akses 

utama pada awal pengembangannya. 

Begitupulah dengan halnya kontor-kator pemerintahan 

kabupaten DT II Musi banyuasin pada waktu itu di rencana

kan disepanjang pingiran sungai, mengukuti aluran sungai 

yang mengalir (Data Sekunder di bawah ini.) 

~-------------·_·1 

,! 

_I 
KOTA	 SEKAYU 

2.1.	 Peta Lokasi Kantor-Kantor Pemerintahan 
kabupaten Musi Banyuasin Yang Lama. 

Dengan akan dikembangkan jalan darat (Lintas Sumat

era) yang menghubungkan kota Sekayu, Ibukota Kabupaten DT 

II Musi Banyuasin sampai Muara Enim, maka orientasi 

perkembangan desa-desa yang ada pada jalan tersebut 

memiliki kemungkinan berkembang yang lebih besar . 

.:L.6 
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I 
Kota Sekayu sendiri sudah dapat dihubungkan dengml 1

jalan darat dengan kualitas yang cukup baik. Kota Sekayu 

mempunyai akses bilitas yang cukup tinggi disamping 

dihubungkan dengan jalan darat juga adanya transfortasi 

Sungai Musi. Keuntungan lokasi kota Sekayu yang demikian 

akan dapat mendorong fungsinya dalam menunjang (to pro

mote) dan melayani (to serve) sektor-sektor dan bagian 

wilayah lain. 

Dengan ditunjang oleh faktor aksesibilitas dan 

faktor fasilitas pelayanan yang dimilikinya serta potensi 

ekonomi wilayah belakangnya, kota Sekayu akan memiliki 

tingkat perkembangan yang tinggi. Dengan perkembangan 

tersebut, tampak gejalah kota Sekayu cendrung memanfaat

kan lahan yang berakses tinggi saja" sehingga membentuk 

pola Linear (untuk perkembangan selanjutnya akan kurang 

menguntungkan, karena jarak pelayanan akan menjadi lebih 

besar atau kurang efisien), dan pemanfaatan ruang/lahan 

yang berimpit dengan badan jalan atau badan sungai. 

Atas dasar permasalahan diatas, maka pemerintahan 

Uaerah Kabupaten TK II MUSl banyuasln mengupayakan menyu 

susun sesuatu arahan pendayagunaan ruang untuk pedoman 

pengisisan kegiatan dengan segala aspeknya di Kota Seka

yu, agar pemanfaatan ruang yang berjangka panjang dan 

berstruktur dapat terujud dalam kaitannya dengan efisien

si ruang dan pelayanan kota, yang dituangkan dalam renca

na umum tata ruang kota (Revisi RIK) Sekayu . 

.:L. -7 
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D. Penetapat Fungsi Bagian Berdasarkan Pengellbaugan 

Wilayah Kota Sekayu. 

Berdasarkan maksud dan tujuan dari pembagian wilayah 

kota sebagai mana ~-~~~am-b~~_a~al~~ 
.----- -- -- .._------. --_.-._--' .-_.-_ .... -_ .. _--.. ,-- ... _-----. ---'---,' .. 

mengenai kota Sekayu(J~u~~bab 4.1.1.1 dan 4.1~1J maka 
- --------_.~.- .._--------------_._----_.--- _. 

pada prinsifnya bagian wilayah kota merupakan satu kesa

tuan lingkungan kegiatan kota yang serasi dengan sarana 

dan prasarana yang merupakan faktor pendukungnya: 

Sehubungan dengan adanya kosentrasi kegiatan yang 

menunjukan pranan dari tiap bagian wilayah kota dewasa 

ini, maka arahan fungsi dan peranan dari tiap bagian 

wilayah tersebut dapat ditetapkan sebagai berikut 

Bagian Wjlaya Kota A 

Fungsi kegiatan pada bagian wilaya kota A ini, dia

rahkan untuk pengembangan kegiatan pusat perdagangan dan 

Terminan lokal, Ruma Sakit, Pusat Kegiatan Pelayanan Jasa 

Umum lainnya (Jasa dan perkantoran swasta), pusat pelaya

nan kebudayaan dan rekreasi (bioskop dan gedung olah 

raga) serta kawasan perumahan dengan t1.pe kapI1.ng kec1.1 

sedang. kawasan ini merupakan pusat kota. 

Bagjan Wjlaya Iota B 

Sesuai dengan dominasi kegiatan yang terdapat di 

bagian wilayah kota B, maka fungsi bagian wilayah kota 

ini diarahkan sebagai pusat perkantoran pemerintahan 

(baik tingkat kabupaten,kecamatan maupun kelurahan dan 

desa), Pusat Pelayanan Pendidikan (umum dan kejuruan) 

serta sebagai kawasan pertanian dan perumahan kapling 

kecil-sedang. 

.l..B 
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Bagiau Wj1av& Iota C
 

Fungsi kegiatan pada ba~Han uilayah kota C ini,
 

diarahkan untuk pengembangan parawisata Danau 

perumahan penduduk dengan kapling besar dan 

sebagai kawasan konservasi. 

Ulak 

seka

Lia, 

ligus 

Bagjan Wjlaya lata D 

Potensi lahan pada bagian wilayah kota D ini, dia

rahkan untuk perluasan dan pengembangan fisik Kota Sekayu 

yang potensial. Untuk mendukung perkembangan tersebut 

diusulkan lokasi terminal dan perdagangan regional pada 

bagian wilayah kota ini, sehingga fungsi kegiatan pada 

bagian wilayah kota ini sebagai pusat perdagangan dan 

perhubungan (Terminal) regional serta pengembangan kawa

san perumahan dan penyediaan lahan pertanian. 

Bagian Wjlaya lata E 

Fungsi kegiatan pada bagian wilayah kota ini akan 

diarahkan sebagai pengembangan kawasan industri, terutama 

industri perkayuan yang akan mendukung industri saw-mill 

yang ada dewasa ini. 

Potensi lahan bagian wilayah kota E ini, diarahkan 

pula sebagai kawasa perluasan fisik Kota Sekayu, sehingga 

fungsi bag ian wilayah kota ini selain sebagai pusat 

pengembangan industri perkayuan juga merupakan areal 

pengembangan pertanian dan lingkungan permukiman . 

..1..9 
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Untuk leb1h Jelasnya mengenai pembagian lolilayab kota 

Kota Sekayu dapat dilihat pada peta rencana pengemban

gan kawasan Kota Sekayu. 

.t: ..c u..... 
TAT UAII. ItOTA 

...........1( 

. t.&li...... 

c~ ..· 

=: 

~.  ~~:"a..-•• 
___	 ----J' II~ ~. 

KOTA SEKAYU	 Ilml :::-:-..::.=: 
~ MUll .... lIIlTU ... S I .. 

E.	 Kebijaksanaan Rencana Pengembangan Kependudukan Kabu

paten DT II Kusi Banyuasin. 

Dari latar belakang perkembangan serta beberapa 

asumsi yang dipakai, pada analisis telah dikemukakan 

perkiraan jumlnh penduduk yang aka" diakolUondasio==rli:===k-e-t-a. 

Sekayu sampai tahun 2012. Dengan interval 5 tahun dapat 

dikemungkakan perkiraan jumlah penduduk sebagai berikut : 

1992 20.165 jiwa,= 
1997 22.074 jiwa,= 
2002 24.164 jiwa,= 
2007 26.453 jiwa,= 
2012 28.957 jiwa.= 

2C) 

, 
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Seperti dikemukakan di depan, dominasi kegiatan 

penduduk masih pacta sektor pertanian, walaupun laju 

pertambahan pada kegiatan lain (terutam perdagangan, Jasa 

dan Pemerintahan) cukup tinggi. Pada akhir priode peren

canaan diperkirakan minimal setengah dari jumlah kepala 

keluarga yang ada akan terlibat dalam sektor-sektor non

pertanian, seperti perdagangan, jasa, pemerintahan dan 

industri. 

Dewasa ini kepadatan penduduk menurut kawasan fung

sional Kota adalah sekitar 10 jiwa/ha, luas kawasan 

fungsional yang telah ditetapkan sebagai wilayah kota 

Sekayu adalah 2.898,325 ha. 

Untuk perencanaan kota-kota baru. dari standard 

Departemen pekerjaan umum, Direktorat Jendral Cipta 

Karya, kepadatan penduduk rata-rata adalah 83 jiwa/ha. 

sedangkan kebijaksanaan kependudukan menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) nomor 7/1986, bahwa 

kebijaksanaan kepadatan penduduk untuk kota Kecamatan di 

luar pulau Jawa dan Bali maksimum 60 jiwa/ha.Bertitik 

tolak dari hal tersebut,maka kepadatan di Kota Sekayu 

akan dibagai menjadi tiga, yaitu kepadatan tinggi hingga 

60 jiwa/ha, kepadatan sedang antara 40 hingga 50 jiwa/ha, 

dan kepadatan rendah hingga 40 jiwa/ha. 

F. Pusat PeDerintahan Yang Denunjang Citra kota. 

Seperti disebutkan sebelumnya. kota harus dapat 

dipandang sebagai semacam lambang kosmis, yang cukup kuat 

untuk mengorganisir wilayahnya. Hal itu bisa dicapai 

dengan adanya suatu pusat yang mempunyai arti simbolis. 

2.1 
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Simbolisme kota sebagai suatu pemikiran yang diwu

jndkan dalam bentuk fisik, yang oukup kuat mengorg~n~~ir 

wilayahnya, sebenarnya merupakan perwujudan dari pola

pol a yang kognitif. 12) 

Ada dua han yang mempengaruhi pola kognitif seseo

rang yai tu : 13) 

- Pendekatan simulus-respond dari tingkah laku psykologis 

(Hull,1943). Disini pengalaman terhadap suatu kota 

berperan penting, yang menyebabkan seseorang mempunyai 

'ingatan' terhadap kota tersebut. 

- Yang kedua dengan cara memberikan Image dari tata ruang 

nya. Dalam ·hal ini 'Kestabilan posisi' komponen

komponen fungsional kota sangat penting, yang dipenga

ruhi oleh faktor jarak dan arah. Faktor ke dua ini 

selanjutnya akan menjadikan batasan dalam pencapaian 

tujuan perancangan nanti. 

Image sebuah kota menurut Kevin Lynch (1960) dapat 

diperoleh dari tiga faktor, yaitu : 

memiliki ciri, kepribadian (Individuality). Identitas 

dapat digali dari unsur-unsur yang membuat kuta terse-

but menonj 01. 

2.	 Struktur (Structure), adalah hubungan ruang antara 

unsur-unsur dalam kota. 

12)	 Amos Rapoport, Asal Usul Budaya Pemukiman Helalui 
Pengantar perencanaan Kota, Erlangga, Jakarta 1986, 
hal 43. 

13)	 J. Doug'las Porteous, Environment & Behavior,. Addison 
Westy Publishing Campany, Hal 99. 

::22 



3.	 'Arti' (Meaning). adalah makna dari unsur-unsur dalam 

kota sehabangan dengan pengamat makna iui dapat di 

kenaI secara Spasial maupun Struktural. 

Identitas. 'Structure ' dan 'Meaning' di atas. masing

masing saling berkaitan membentuk image kota. 

Selanjutnya. menurut Lynch. ada interaksi antara 

bentuk fisik dalam k~~a dan persepsi orang terhadap 

bentuk itu. Ia mengidentifikasikan elemen-elemen pokok 

yang membentuk stucture kota. seperti jalan-jalan kecil 

(pathways). 'tebing-tebing' (edges). 'titik-titik pusat' 

(nodes) • 'kawasan-kawasan dalam kota' (district) dan 

landmark. 14) Elemen-elemen yang membentuk citra kota 

tersebut apabila mempunyai pengaruh yang cukup kuat dan 

digali dari potensi-potensi yang ada dapat menunjang 

pembentukan identitas kota. 

Pusat pemerintah, sebagai salah satu komponen fung

sional dalam kota. saling tergantung dengan komponen 

fungsional kota yang lain. yaitu perdagangan. kebudayaan. 

hiburan dan komponen fungs10nal sejarah I pelestarian. 

Dalam hal konstelasi tata ruang secara keseluruhan. 

antara berbagai komponen fungsionaldi atas secara organik 

saling menempati dirinya pada satu tempat kedudukan 

tertentu. dengan satu komponen fungsional tertentu seba

gai pengikat. 

14)	 Robert M. Beckley. Urban Design Melalui Pengantar 
Perencanaan Kota. Erlangga, Jakarta 1986, hal 93. 
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Pada konsep tata ruang lama (tradisional), kekuasaan 

keraton merupakan awal dan centrum pertumbuhan dan per

kembangan kota. Konsep konstelasi tata ruang kota sangat 

jelas, dengan keraton dan alun-alun sebagai titik 

pusat, serta satu paras jalan utama sebagai pengikat 

komponen fungsional yang lain. Perkembangan selanjutnya, 

dengan semakin kommlek dan beragamnya komponen fungsional 

dalam satu kota serta berubahnya sistem nilai dalam 

masyarakat, konsep tradisional seperti di atas tidak 

dapat begitu saja diterapkan lagi. 

Tetapi untuk memantapkan satu perkembangan kota dan 

memberikan kemudahan pelayanan serta kepercayaan politis 

masyarakat wilayahnya. Tetap diperlukan pemantapan tata 

komponen fungsional pemerintahan dalam satu kota. Salah 

satu jalan adalah dengan mengelompokan unit-unit pemerin

tahan menjadi satu aransemen tata komponen bangunan

bangunan pemerintahan dalam kota. 

Pusat pemerintahan yang mantap, satabil dan dapat 

memberikan Image positip dari susunan tata ruangnya akan 

dapat menunjang eitra kota, melal~~lem&nele~~~~fl~ 

fisik yang telah disebutkan, simbolisme sebagai pusat 

dapat dicapai. 

Dalam jajaran pemerintah daerah, kedudukan bupati / 

kepala daerah tingkat II sebagai pemegang fungsi ekseku

tif setara dengan DPRD sebagai pemegang fungsi leges la

tif. Tetapi secara simbolis, bupati adalah pemegang 

kekuasaan tertinggi di wilayah kabupaten Dati II, karena 

ia merupakan ujung tombak dalam menjalankan pemerintahan 

di daerah. 

~sL:;;;--"~f":,\>. __.~~~;..,,~~c..: .../ ..W..lYs/ 4
J" 'is / .','"I"II ,,~, 1$> ~,'.::"'1>. '", .. : II t. 't: ':,;;.t :!!.:;:'lilllIUI"-,VJJ.:D... -:ij
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Dengan anggapan bahwa kantor bupati adalah pasilitas 

fisik pemerintahan Dati II yang paling tinggi dalam arti 

sibolis maupun fungsional, maka perencanaan dan perancan

gan Kantor Bupati dalam kompleks pemerintahan Dati II 

Musi Banyuasin haris dapat memberikan citra sebagai pusat 

pemerintahan yang sebenarnya. 

Keberadaan kantor bupati dalam komplek pusat pemer

intahan Dati II Musi Banyuasin tersebut harus memancarkan 

nilai-nilai yang diharapkan dapat mewujudkan satu prinsip 

pengakuan umum dari masyarakat, antara lain : 

- Stabilitas, yaitu kemantapan dan kemampanan pusat 

pemerintahan tehadap unsur-unsur atau 'tarikan' dari 

luar (pusat kota lain). 

Accesibilitas, yaitu kemudahan pencapaian dari segala 

penjuru wilayah kota. 

- Orientasi, yaitu sebagai titik orientasi, yang menjadi 

pedoman, penggerak dan pengarah proses pembangunan 

disekitarnya. 

- Integritas, yaitu kesatuan dari berbagai faktor, baik 

dalam kaitan~a=sebagai satu si£~e&=ps~erjDta~8D& 

harus bersifat koordinatif dan formal, maupun dalam
 

kaitannya dengan sistem kemasyarakatan dan pembangunan
 

yang harmonis. mounumental dan simboljs.
 

Melalui pendekatan dari faktor kondisi fisikdan 

lingkungan yang ada, nilai-nilai diatas digunakan sebagai 

batasan dalam menterjemahkan citra pusat pemerintahan 

Dati II Musi Banyuasin secara Arsitektural. 
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G.	 Pengembangan Kantor Kabupaten Dati II Kusi Banyuasin, 

I.okasj ]jngkllngan pnsat pemerintahan yang direncana- j 

kan, sesuai dan konsisten dengan rencana Pemda Tingkat II 

Musi Banyuasin yang tertuang dalam rencana bagian wilayah 

kota (RBWK) kecamatan Sekayu sampai dengan tahun 2012. 

Dalam RBWK tersebut ditetapkan bahwa kantor kabupaten / 

pemerintahan akan dilokasikan di unit Destrik perencanaan 

tata ruang dibagian wilayah kota B (lihat Peta). 

1.	 Data Fisik Laban Perkantoran Kabupaten (Pusat Pemerin

taban) 

- Topografi 

Wilayah kecamatan Sekayu di kelurahan Sekayu tepat

nya berada pada lahan yang relatif datar antara 0 - 5%. 

Pengembangan daerah tersebut terutama dilakukan dengan 

meminimalkan usaha tambah, seperti halnya urug dan gali 

(cut and fill) serta didalam pengembangan ini seyogyanya 

diikuti dengan penataan sistem drinase. 

==Kenurut ~cana tata ruang kota (RTRK},==k~~ 

kabupaten akan diletakan pada lahan yang berbukit dengan 

kemiringan 4%. Penepatan bagunan-bagunan fasilitas pusat 

pemerintahan pada bagian bukit, secara visual akan lebih 

tinggi dari kawasan pengembangan disekitar BWK B. Guna 

dipakai sebagai fungsi-fungsi yang lain pada peta terlam

pir, dapat dilihat kondisi topografi kawasan posat pemer

intahan dibandingkan dengan kondisi disekitarnya, hal ini 

dikarenakan lokasi cukup strategis jika dinilai dari 

aksesibilitas pergerakan penduduk ke lokasi tersebut, 
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terutama didukung dengan jumlah penduduk pendukung yang 

relatif mempunyai kepadatan tinggi (+ 200 jiwa/ha) teru

tama di sekitar blok kawasan perencanaan. 

- Geologi 

Lahan pusat pemerintahan berada pada lokasi yang 

jenis tanahnya slang-seling antara batas pasir tufa dan 

lempung, dibanding daerah disekitarnya kondisi ini rela

tif lebih baik. Pada lahan yang direncanakan untuk pusat 

pemerintahan, daya dukung tanahnya ~O kg/cm2 pada keda

laman 5-10 M. sedang disebelah baratnya, sebagai perban

dingan, daya dukung yang sama baru pada kedalaman 15 M 

atau lebih, daya dukung dan satuan marpologis dapat 

dilihat pada lampiran. 

2.	 Batasan-Batasan Perencanaan 

- Luas lahan 

Lahan untuk kantor kabupaten I pusat pemerintahan 

Kabupaten Dati II Musi banyuasin, secara gar is besar 

berbentuk segienam I lingkaran, terletak pada lahan yang 

berbukit dengan permukaan tertinggi (lihat peta).· Luas 

lahan yang direncanakan bagi pusat pemerintahan secara 

keseluruhan + 45 ha, termasuk jalur lalulintasnya. 

- Floor Area Ratio (FAR) 

Karena belum adanya rujukan yang pasti untuk floor 

area ratio pada lahan pusat pemerintahan, maka diambil 

angka FAR sebesar 1,5 sid 3. Angka tersebut diambil 

berdasarkan studi literatur, stadi banding dan analisa 

perkiraan suatu lingkungan pusat pemerintahan yang sama 
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dengan kecendrungan yang nantinya akan terjadi dikawasan 

pusat pemerintahan tersebut. 

- Building Coverage (BC) 

Bulding Coverage bagi lahan pusat pemerintahan ini 

telah ditetapkan sebesar 30%. 

- Garis Sempadan Bangunan 

Telah ditetapkan dalam RTRK, bagi lingkungan pusat 

pemerintahan dan perumahan di kota 'baru' Sekayu, untuk 

wilayah jalan protokol selebar 40 H garis sempadan berki

sar antara 15 - 20 M. 

- Ketinggian Bangunan 

Menurut ketentuan yang telah ditetapkan, ketinggian 

bangunan maksimum yang diijinkan bagi sebuah kota 'baru' 

adalah 4 lantai yang diperhitungkan dari permukaan tanah. 

Tetapi untuk bangunan di daerah perkantoran ini dibatasi 

maksimum tiga lantai dari permukaan tanah. _I
Ratio Lnas Rnang 

Ratio pemakaian luas lantai menggunakan pedoman yang 

telah ditetapkan (oleh Bappenas), yaitu 

* Ruang Pimp inan : 30 - 46 m2/orang 

* Ruang Pembantu Pimpinan : 10 - 16 m2/orang 

* Ruang staf / karyawan : 6 - 10 m2/orang 

* Ruang Rapa t : + 2,5 m2/orang 

* Ruang Pasilitas Umum : 0,6 - 2,5 m2/orang 
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Perbnndingan LunG Buang adalah : 

* Fungsi Kegiatan Kantor (Office Space) 60 - 70 % 

* Fungsi Sirkulasi (Circulation Space) 15 - 20 % 

* Fungsi Umum dan Pelayanan 15 - 20 % 

- Strukture Organisasi Pemerintahan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Kusi Banyuasin 

Strukture Organisasi Pemerintahan, daftar instansi 

yang terlibat dan perkiraan jumlah pegawai pemerintahan 

Dati II Musi Banyuasin, dapat dilihatkan berikut ini, dan 

juga dapat diperjelas lagi pada bab lampiran berikutnya : 

STRUKTURE ORGANISASI
 
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN
 

BOP ATI D P R D r.-.-.iI KEl?DA. TK. II .. 

DINAS DINAS 
DAEB.AH 

i 
i 

-_.j 

Ire 'tie rangan : 
garis perintah 

_._.-._.- garis koordiIlatip 
garis star 

----- garts konsul-:ati!l ! 
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DAFTAR INSTASI
 
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUS! BANYUASIN
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/-----1------------------------1 
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I 
I 
I 
I 
I 

i f 
I I 
I I 
I I 
I I 
f I 

-----------------------------.!_-
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f-----I-------------------------! 
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I I Maw i I Hel.ns i p
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;:) I •r Kantor • 'J '::i;:>t~ ~:a""yc; 
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( PU·J
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I ?!2'r":-:,m	 ?e:-hL.:~:3r... : 

I Pr-~ . G;l$ ::> er -:-A."J~ i :\ ·.0 .( 

I OJ n.-:l::	 5 ~'):..; : .:a : p ROIj) ~ C1 :; i 

I I o I 5;:> .~nd.'j i=' :- 0:,) I n ~.~ ~
 

I I 9~~::8!'!
 

J PWr
 
J p r.,1p i r}.,.1\ GVW
 
I	 I""U 
r P.Ji'A
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BAB III
 

A N A LIS I S
 

A.	 Analisis Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Dati II 

Kusi Banyuasin. 

Wilayah pengembangan kawasan pusat pemerintahan 

(kantor kabupaten) yang diharapkan menjadi pendorong 

utama (generator) bagi pertumbuhan kota dan menjadi titik 

orientasi (secara kognutif) warganya, dalam perencanaan 

harus mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. 

Pertimbangan faktor eksternal dilakukan agar dalam 

pengembangan kawasan tersebut tidak terdapat pengaruh 

buruk kepada wilayah sekitarnya, terutama dalam memberi 

identitas politis kabupaten Dati II Musi Banyuasin. 

Secara eksternal, lokasi pusat pemerintahan harus dipilih 

pada posisi yang strategis, yang dalam pengembangannya 

tidak lepas dari keterkaitan antara wilayah, terutama 

wilayah : 

- Kawasan pusat pemerintahan yang direncanakan. 

- Kecamatan Sekayu sebagai 'hinterlend'nya. 

Kecamatan-kecamatan lain yang menjadi penarik 

pertumbuhan. 

- Kota Palembang dan Kota Administratif Sekayu (saat 

ini) yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat 

pemerintahan dikawasan baru ini. 
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Secara internal. lokasi kantor kabupaten dipilih 

dengan pertimbangan potensi-potensinya yang menonjol 

sebagai pusat pemerintahan kabupaten Dati II Musi Banyu

sin. terutama dari segi fisik dan lingkungan yang dapat 

menunjang citra kota. Untuk itu. strategi perencanaan 

internal harus tetap mempertimbangkan keseimbangan per

tumbuhan wilayah sekitarnya. 

- Kedudukan Kawasan Kantor Kabupaten Pemerintahan Dati 

II Kusi Banyuasin Terhadap Kota Palembang 

Pada dasarnya pengembangan pusat pemerintahan Dati 

II Musi Banyuasin berkaitan erat dengan ibukota propinsi 

Sumatera Selatan (Palembang). Pengembangan fungsi kantor 

kabupaten tersebut diharapkan mempunyai peranan terhadap 

wilayah kota Sekayu - DT II Musi Banyuasin secara keselu

ruhan. diantaranya adalah : 

* Menjadi Countor Magnet (penarik) terhadap pengaruh 

perkembangan kota Palembang dan Jambi. Sehingga 

aktifitas yang berorentasi ke Palembang atau ke 

permukiman. sifat menjadi penarik ini. secara kogni

tif. akan menjadikan warga wilayah kabupaten Dati II
 

Musi Banyuasin berorientasi ke Kota Sekayu Sebagai
 

ibukota wilayahnya.
 

* Menjadi Penghalang (buffer zone) bagi pendatang yang 

berurbanisasi ke Palembang dari wilayah Selatan. 

Mereka diharapakan dapat tertahan di kota ·baru' 

ibukota kabupaten Sekayu - DT II Musi Banyuasin. 
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Oari urayan di atas dapat disimpnlkan , hahwa kecnali 

harus mempunyai nilai accesibilitas yang tinggi terhadap 

wilayah yang dikuasainya, pusat pemerintahan kabupaten 

Dati II Musi Banyuasin juga harus 'mapan' dan 'stabil' 

kedudukannya. lokasi pusat pemerintahan harus dapat 

dijangkau secara merata dari keseluruhan wilayah kabupa

ten Dati II Musi Banyuasin. 

- Kedudukan Kawasan Kantor Kabupaten Dati II Musi 

Banyuasin terhadap Kecamatan Sekayu Dan Kecamatan 

Kecamatan Lain. 

Wilayah kecamatan sekayu merupakan wilayah hinter

land (daerah belakang) dari kawasan pusat pemerintaha.n. 

Keterkaitan pusat pemerintahan di pusat kota 'baru' pada 

dasarnya berbentuk keterkaitan konsumsi dan produksi 

pertanian. Maka diperlukan kemudahan pencapaian yang akan 

menunjang eksistensi pusat pemerintahan. 

Sebagai pusat pemerintahan kabupaten Daerah Tingkat 

II Musi Banyuasin, keterkaitan yang paling jelas dengan 

kecamatan-kecamatan lain di wilayah kota Sekayu adalah 

dalam hubungan pelayanan pemerintahan. Maka, kecuali 

perlunya akses yang baik antara pusat pemerintahan dengan 

pusat pemerintahan tiap kecamatan, pusat pemerintahan 

harus dapat mengkoordinasikan keseluruhan pemerintahan di 

kecamatan. Disini kestabilan posisi lokasi pusat pemerin

tahan terhadap wilayah kecamatan-kecamatan lain menjadi 

penting. Dan faktor jarak serta arah pusat pemerintahan 

dapat menjadi penentu. 
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- Kedudukan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten DT II 

Kusi Banyuasin Terhadap Kawasan Lain Disekitarnya 

Pada perencanaan pusat pemerintahan di Kota Sekayu 

kecuali kawasan dikembangkan sebagai lokasi pusat pemer

intahan, juga akan dikembangkan sebagai pusat kota. Zone 

pusat kota tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pemer

intahan, pusat pemungkiman, pusat perdagangan, dan pusat 

rekreasi. melihat fungsi-fungsi diwilayah pusat kota 

tersebut maka lokasi pusat pemerintahan akan mempunyai 

pengaruh antara lain : 

- Menjadi 'Zone' penarik utama yang kuat (trip genera

tion) atau zone bangkitan, dengan demikian dia harus 

mempunyai akses yang kuat ke wilayah sekitarnya 

Pencapaian yang jelas 
ke pusat pemerintahan 
mendukung fungsi seba
gai penarik utama.-~ 

Implikasi yang lebih jauh,lokasi pusat pemerintahan 

dikawasan pusat ko~a yang direncanakan harus mempun

yai sistem transfortasi yang baik, yaitu yang memi

liki sarana dan prasarana serta managemen transfort 

yang mewadai. Untuk itu perlu dilihat keterkaitan 

yang terjadi antara kawasan pusat pemerintahan 

(kantor kabupaten) terhadap wilayah pusat kota. Jika 

:-3<!!"::~ 
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&elihet rungsi sebagai puset kate, &eke yang te~nt. ~ 
rna akan terjadi adalah pergerakan pekerja, berbelan- I 

j 
ja dan rekreasi. Dengan demikian lokasi kantor 

kabupaten maupun lokasi pusat perdagangan dan rek

reasi harus mudah dicapai oleh penduduk wilayah 

lain. Untuk Mendukung fungsi sebagai pusat pemerin

tahan, perencanaan sistem transfortasi dapat menggu

nakan konsep fasilitas sebagai penyatu, yaitu dengan 

menganggap penduduk di sekitar pusat kota 'baru' 

kota Sekayu sebagai pusat komunikasi dan pusat 

pemerintahan adalah fasilitas komunitasnya. Maka 

fasilitas pusat pemerintahan ini perlu dapat mudah 

dicapai dari semua arah kota. Lokasi seperti di atas 

akan memperkuat kesan psykologi pusat memerintahan 

sebagai penyatu wilayahnya 

Bentuk jaringan trans
fortasi memperkuat 
kesan sebagai penyatu 
wilayah. 

- Kawasan pusan pemerintahan merupakan pusat orientasi 

atau pedoman dalam mengatur dan mengarahkan pemban

gunan disekitarnya. Maka lokasi pusat pemerintahan 

harus 'centris', dalam arti dapat dijadikan 'pusat' 
i 

bagi wilayah-wilayah sekitarnya. 
/~:;"ilrfj,
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Penciptaan sumbu-sumbu 
maya menunjang ke 
'central' an pust 
pemerintahan bagi wil
ayah sekitarnya. 

B.	 Analisis Citra Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Kusi Banyuasin. 

Pada dasarnya, citra mayarakat pada bangunan dan 

kotanya adalah untuk melaksanakan tiga fungsi, yaitu . 1) 

1.	 Mereka menyederhanakan dunia ke dalam simpul-simpul 

ingatan yang dapat ditangkap alam pikirannya. 

2.	 Mereka memberi arti kepada dunia dengan membuat perso

nipikasi bangunan-bangunan untuk menjadi miliknya. 

3.	 Mereka memeberi kerangka bagi komunikasi kelompok 

berdasarkan pengalaman bersama dan perasaan tentang 

lingkungan. 

Dalam bab terdahulu telah disebutkan, bahwa satu 

komponen citra kota, menurut Kevin Lynch, adalah identi 

tas, yaitu ciri dari unsur-unsur yang membuat suatu kota 

menonjol. 

l)Gery T. Hoore~ Pengkajian Lingkungan-Prilaku Helalui 
Peng'antar Al'si tektul' .. El'langga .. Jakal'ta~ hal 97. 
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Dengan menggunakan dasar teori dari Lynch dan bata

san yang ingin dicapai di atas, perencanaan dan perancan

gan kantor bupati dalam kawasan pusat pemerintahan Dati 

II Musi Banyuasin dilakukan melalui penggalian pontensi 

kondisi fisik dan lingkungan, terutama dengan pertimban

gan-pertimbangan tapak bangunan. 

1. Pendayagunaan Unsur Topografi Dan Pemandangan 

Kondisi lahan pusat pemerintahan kabupaten Dati II 

Musi Banyuasin yang berada pada tempat tertinggi diband

ing lingkungan sekitarnya, memberi peluang untuk meman

faatkan pemandangan dalam menata ruang pusat pemerinta

han. 

melalui analisa dari pet a Topografi, dapat dilihat 

bahwa unsur pemandangan dapat dimanfaatkan sepenuhnya 

untuk memperkuat penampilan (visual) pusat pemerintahan. 

Pemanfaatan pertama yaitu dengan menciptakan sumbu maya 

pacta kawasan. Rnrenan letak lahan yang relatif tinggi 

dibanding lahan sekitarnya, maka pemandangan pada kawasan 

kOhfoerpas i (d i sese lah= 581at-a-n----}==tepatnya d i---s-ep-a-nj an--g--= 

pinggiran sungai Musi dan jalur lintas utara sampai ke 

arah Muara Enim menjadi suatu pontensi yang menunjang 

pemandangan. Pemandangan dari kondisi yang ada dapat 

digunakan untuk pembentuk sumbu-sumbu maya, yang sangat 

diperlukan dalam penataan tata ruangpusat pemerintahan. 

Sumbuh maya tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai 

pedoman dalam pembentukan ruang pusat pemerintahan (kator 

kabupaten) . 

::,.::. 9 
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Kondisi Topografi yang mempunyai kemiringan 4 % pada r 
lahan pusat pemerintahan, dimanfaatkan juga untuk peleta

kan bangunan-bangunan kantor pemerintahan. Pemanfaatan 

kontur alam secara alami dipilih untuk digunakan sebagai 

pengaturan kedudukan / letak sesuai dengan hubungan tata 

kerja instansi pemerintahan daerah tingkat dua kabupaten 

Musi Banyuasin. 

Dengan begitu, kantor bupati yang dianggap sebagai 

fasilitas fisik pemerintahan Dati II paling tinggi, 

secara Topografi dapat diletakan pada dua alternatif 

ketinggian, yaitu pada permukaan lahan terendah dalam 

komplek pusat pemerintahan atau pada titik tertinggi 

lahan. 

Peletakan bagunan pada titik-titik eksterm permukaan 
lahan akan memperkuat penampilan bangunan 

Karena dengan kedudukan pada lahan dengan ketinggian 

ekstrem tersebut, diharapkan dapat mendukung kejelasan 

penampilan kantor bupati, secarah fungsional maupun 

simbolis. 

Tetapi secara horizontal. peletakan kantor bupati 

akan mendukung kesan monumental apabila ia berada djten

gah-tengah lahan pusat pemerintahan. Dengan keberadaannya 

yang ditengah lahan pusat pemerintahan, akan sesuiai 

dengan fungsinya sebagai pusat orientasi. 

·£:6- ,(), 
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tengah lahan, akan mendukung 
fungsi sebagai pusat orien
tasi 

Secara horisontal, pel-

Mengingat permukaan lahan pusat pemerintahan berupa 

bukit landai (kemiringan 4%) dengan titik tertinggi lahan 

pada kedudukan horisontal yang relatif di tengah-tengah 

(lihat peta), maka dipilih alternatif peletakan bangunan 

kantor bupati pada permukaan tertinggi lahan pusat pemer

intahan. 

Karena permukaan tertinggi 
lahan pada kedudukan hori
sontal relatif di tengah
tengah, maka dipilih alter
natif, bangunan kantor 
bupati pada permukaan tert
inggi lahan 

-------~ 

"',,
.... 

Penyelesaian tapak dengan suatu latar belakang pemandan

gan yang cukup menonjol, seperti pada lahan 

4-1 
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Letak barq;lUnctn pada pei'"illukaan	 teio-t in£,lg i lahan yang 

i_\ 1< rn F2 rn .::.' '.. ("'-' <llbeO(bukit:;; 

kawasan ariwisata danau Ulak Lia dan kawasan 

kOnSE?Or- vasi d i sepanJang sunga i l'1u~:; i yang mel i ntas i daer ali 

tei'"sebut. 

-~	 Bangunan dikQntraskan den~1cWI 

latar belakang dan d ibe~- i 

pengolahan lahan di ant elr a 

pepc.l1onan d 11. 

mendominasoi* Bangunan menonjol 

latar dan merupakan suatu 

perluasan fisik dataran / lahan 

=:::::: ~~ * Bangunan menc.njol atau tengge

------~ 

lam pada lahan, tetapi masih 

berhubungan langsung dengan 

latar belakang (potensi lahan) 

-'~*Bangunan dinaikkan dan t€'?i'"o~sing 

dar i kawasan 1 ahem.o 

Modifikasi kontur tampak 

~~ 
Menjadikan kontur dengan Bangunan mamanfaatkan 

menghilangkan puncak-puncak kontur sepenuhnya 

kontur, atau flora 
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pusa t pemerintahan kabupaten daerah Tingkat II Musi 

Banyuasin ini, secara arsitektural mempunyai dua alterna

tif pemecahan, yaitu : 2)
 

- Penampilan bagunan mendominasi keistimewaan

keistimewaan yang terdapat pada pemandangan sekitar 

kawasan kawasan lahan. 

- Penampilan bangunan didominasi keistimewaan lahan 

sekitar. 

2. Kejelasan Orientasi dan Konumentalitas 

Kejelasan orintasi merupakan bagian dari kesan 

visual yang diperlukan untuk menunjang citra pusat pemer

intahan. Dalam kasus pusat pemerintahan Kabupaten Dati II 

Musi Banyuasin membentuk sumbuh-sumbuh maya dan kejelasan 

orientasi merupakan satu batasan yang menentukan perenca

naan dan perancangan selanjutnya. Kejelasan orientasi dan 

sumbuh maya merupakan dua unsur yang saling membentuk. 

keduanya berkaitan dengan simetrisitas ruang dan masa 

bangunan, yang menunjang mendukung nilai formal pusat 

pemerintahan. 

Simetri adalah suatu aspek keseimbangan dalam kompo

sisi. Kesembangan merupakan suatu keadaan seimbang secara 

visual, yang berasal dari wujud, ukuran, warn a dan bobot 

yang terlihat dari elemen-elemen dibidang penglihatan. 

Dari segi keseimbangan, suatu komposisi biasanya digam

barkan simetri, yaitu elemen-elemen yang terdapat, sama 

dan terbagi rata dalam satu jurusan atau lebih pada satu 

titik pusat. 

2) Isaac-Arg, 
Intermatra, 

Pendekatan Kepada Perancangan 
Bandung, 1986, hal 64-65. 

Arsitektur, 

4·::::::: 
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Pada pusat pemerintahan ini, titik orientasi 

merupakan titik pertemuan sumbuh-sumbuh maya yang dibuat. 

Titik orientasi juga dibentuk dari 'Zonna tegangan' ber

bagai elemen terhadap satu sama lain secara visual. Ter

masuk disini adalah jaringan transportasi dikawasan pusat 

pemerintahan. Orientasi yang menciptakan simetrisitas 

akan memberikan kesan resmi, teratur sesuai dengan nilai 

formal yang harus dipancarkan pusat pemerintahan sebagai 

suatu lembaga negara. 

Adanya komponen fungsional kota, yaitu PUSRt 

pemerintahan yang baru, mendorong munculnya fasilitas 

pusat kota yang lain di sekitarnya, misalnya Masjid, 

Gedung Olahraga, Kesenian dan lain-lain. Kejelasan 

orientasi dari fasilitas-fasilitas tersebut ke pusat 

pemerintahan akan mendukung nilai pusat pemerintahan 

sebagai pemersatu yang menjadi titik orientasi. 

Pada tata ruang yang lama, sangat jelas bahwa 

keraton dan alun-alun dijadikan titik pusat, dengan satu 

poros jalan utama sebagai pengikat komponen fungsional 

kota yang lain. 
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Kraton dan alun-alun sebagai 
titik pusat dengan satu 
poros jalan pengikat kompo
nen fungsional kota. 

Pada tata orientasi seperti di atas, fungsi dan simbol 

sebagai pusat pemerintahan sangat jelas. Jaringan jalan 

dan tata letak fasilitas kota menunjang nilai-nilai yang 

harus dipunyai pusat memerintahan / kator kabupaten, 

simetris, formal dan alun-alun yang mengandung kemonumen

talan kraton. 

Pada konstelasi tata ruang kota yang baru, karena 

semakin kompleknya perangkat pemerintahan dan memudarnya 

nilai-nilai tradisi yang dipunyai masyarakat, tat~ orien

tasi seperti di atas tak dapat diterapkan begitu saja. 

Ada perangkat DPRD yang mempunyai kedudukan setara dengan 

Bupati, walaupun secara simbolis Bupati tetap dianggap 

yang tertinggi. Ada fungsi-fungsi koordinasi yang merupa

kall tangan tallgan kerja bupati dan ada pula fungsi fungsi 

dinas, direktorat, non direktorat yang secara bersama 

menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Walaupun begitu, 

konsep simetri dari pembentukan sumbu-sumbu maya, tetap 

akan menuntun dalam peletakan fungsi-fungsi perangkat 

pemerintahan dan fasilitaskota dalam suatu tata orientasi 

tertentu. Dalam hal ini, tata orintasi yang dipergunakan, 

kecuali tetap menggunakan konsep simetri, letak bangunan 

tergantung pada nilai kepentingan bangunan tersebut pada 

suatu pusat pemerintahan. Dan karena fungsi simbolis 
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ruang terbuka tetap dapat dijadikan pengikat bangunan di 

dalam kompleks pemerintahan. 

I
 Bangl:lnan dan I nang yang pent 1ng a11etakan pada R
 
garis sumbu maya, dalam hal ini gedung DPRD, ruang
 

terbuka/lapangan upacara dan kantor Bupati. Semuanya
 
\ 

merupakan wadah pemegang kekuasaan tertinggi dalam fungsi 

legislatif dan eksekutif di daerah. Fungsi-fungsi 

!
pemerintahan yang lain, serta fasilitas kota yang 

I 
dianggap kurang penting, diletakan diluar garis sumbu	 ! 

i 
I 

maya, tetapi berorientasi secara simetris kelompok I, 
bangunan di atas atau garis sumbu maya itu sendiri. 

Pemanfaatan pemandangan dan simetrisitas sel~njutnya akan 

mendukung bagi kesan monumental, yang diperlukan bagi 

bangunan pusat pemerintahan. Ada tiga pendekatan untuk 

menj adi kesan monumental pada pusat pemerintahan 

Kabupaten Dati II Musi Banyuasin ini, yaitu pertama pada 

perancangan bangunan. 

A 

ASUMSI TATA ORIENTASI RUANG	 ...... Il~ 
~ 2. 3	 Ruang/bangunan yang 

dianggap penting di 
letakan pada garis
sumbu. 

A.	 Fasilitas fisik 
penunjang. 

B.	 Fasilitas pusat 
kota. 

C.	 Permukiman. 

Seperti diketahui, persepsi dari suatu wujud di 

dasarkan pada tiga keistimewaan, antara lain profil umum 
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nya. Demikian pula pada perancangan bangunan kator kabu

pat€m l.nl. Kesan monumental dapst meJa J Ul t1ga cars 

tersebut, yaitu bentuk bangunannya, figur~figur permukaan 

bangunan, dan cara pemanfaatan pemandangan dilatar bela

kangnya. 3) Nilai kepentingan ruang terbuka dalam suatu 

lingkungan terbangun adalah karena ruang terbuka itu 

menjadi perkecualian. Sebagai contoh, bila perancang 

membuat suatu plaza disetiap bangunan kantor, maka plaza-

plaza tersebut akan kehilangan arti sebagai ruang khusus. 

jadi nilai kepentingan dan keunikan ruang terbuka harus 

tetap diperhatikan, karena hubungan antara ruang terbuka 

dengan suatu bangunan penting adalah simbolis. 

Yang dikatagorikan sebagai ruang-ruang terbuka pada 

pusat pemerintahan Kabupaten Dati II adalah lapangan 

upacara, parkir dan tata hijau. Ruang-ruang tersebut 

dimaksudkan untuk ~ecara visual mempertinggi kar~kter 

kompleks pusat pemerintahan secara keseluruhan. Artinya. 

Pendekatan dari aspek ini ditujukan untuk memperkuat 

keagungan kompleks pusat pemerintahan secara keseluruhan. 

Ada dua cara utama untuk menghubungkan ruang terbuka 

dengan bangunan-bangunan penting. Yang pertama adalah 

merancang ruang terbuka di depan bangunan, yang memung

kinkan struktur bangunan terlihat dan bahkan memamerkan

nya. Yang kedua adalah dengan benar-benar menepatkan 

3) Robert M. Backley, Urban Design, Melalui Pengantar 
Perencanaan Kota, Erlangga, Jakarta, 1986, hal 107. 
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bangunan ditengah-tengah ruang terbulta. Dengan dua cara 

tersebut~ simbolisme ruang akan tere&pai. 

dua alternatif hubungan ruang terbuka 
dengan bangunan penting yang simbolis 

6 

ruang terbuka di Ibangunan" artengah
depan "bangunan tengah ruang' terbuka 

Sumber : Analisis 

Pendekatan ketiga untuk menoapai monumentalitas, 

adalah dengan mengatur sistem sirkulasi di kompleks pusat 

pemerintahan~ karena sistem si~kulasi yang membentuk 

jaringan transportasi maupun arah pencapaian mempunyai 

peranan penting dalam mempengaruhi kesan ruang~ maka 

masalah ini akan diuraikan tersendiri dalam bagian sub 

bab di bawah ini. 
.,'''' 

3. SisteR Sirkulasi 

Dasar pemikiran dalam merenoanakan sistem si~kulasi 

di kompleks pusat pemerintahan ini adalah tujuannya yakni 

yang mengarah pada kejelasan orientasi distribusi, keama

nan, serta pencapaian yang jelas ke arah pusat pem~rinta-

han. Ada suatu konsep suatu konsep pola jaringan trans
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portasi yang sangat mendukung fungsi pusat pemerLntahan 

sebagai 2usat orientasi. Dengan menggunakan konsep fasi-
I· 
! 

litas pusat sebagai penyatu, akan memperkuat kesan pusat 

pemerintahan sebagai penyatu wilayah sekitarnya. Pola 

transportasi ini menganggap pusat pemerintahan sebagai 

fasilitas komunitas dan penduduk wilayah sekitarnya seba

gai pusat komunitas. Maka fasilitas komunitas tersebut 

harus mudah dicapai dari segala arah kota. Hal tersebut 

dapat . dicapai dengan suatu pola jaringan transportasi 
.. ,~,. 

yang membengkok melingkupi pusat pemerintahan. 

.. 
Dengan jalan melingkup 
di sekeliling pusat 
pemerintahan, memberi 
kesan psykologis pusat 
pemerintahan sebagai ~·0-
penyatu wilayah 

I
 
I 
I 

Sumber : Analisis 

Pada kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Dati II 

yani berupa bukit dan lembah-lembah di sekitarnya, pola 

jaringan tersebut di atas sekaligus dapat dimanfaatkan 

sebagai pemandangan. Dan dengan menempatkan jalan-jalan 

menyusur lembah pada sekeliling pusat pemerintahan akan 

mempermudah dalam pengontrolan drainase air permukaan 

tanah. 

... 
Jalan-jalan menyusur 
lembah disekeliling
pusat pemerintahan 
memanfaatkan potensi 
pemandangan & kontrol 
drainase air permukaan 

49
 



Di dalan kompleks pusat pemerintahan. sistem sir 

kulasi disrahkan untuk menunjang pembagian ruang (zon

njng), sehingga jalan-jalan dalam kompleks pusat pemerin 

tahan dapat nencerminkan fungsi masing-masing. sebagai 

jalan protokol. jalan harian. jalan service maupun jalan 

pengaman (pedestrian). Pencapaian masuk ke dalam bangunan 

kantor Bupati dapat menunjang kemonumentalan bangunan. 

yaitu dengan pencapaian yang sinetris dan langsung. 

Pencapaian ke bangunan yang langsung dan 
menambah kenonu. kecuali kesan formal dan 

simetris. 
resmi.	 

I 
!
I 

Sumber : analisis 

c. Analisis. Zonning,. Site dan Lokasi bengunan pusat 

pellerintahan 

Berdasarkan hirarkijabatan dalam kepemillp·f.nan dan 

sifat pelayanan terhadap masyarakat, kompleks pemerin

tahan kabupaten Dati II Hus! Banyuasin dapat di bagi 

dalam tiga sifat daerah (zonn1ng), yaitu : 

- Zonning I : untuk fungsi-fungsi legislatif dan 

eksekutif. 

- Zonning II	 untuk fungsi-fungsi koordinasi. seperti 

~ Bsppeda, BP-7 stau Itwilda dan lain-lain. ~ 

- Zonning III	 untuk fungsi-fungsi dinas, direktorat. 

non direktorat dan fungsi-fungsi yang 

bersifst umum lainnya. 
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Dengan batasan di atas, perletakan fungsi bangunan 

dalam kompleks pusat pemerintahan juga di dasarkan pada 

s1stem kepemer1ntahan sepert1 yang tercermin dalam 

struktur organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Musi 

banyuasin. Kantor Bupati diletakkan sebagai central 

(pusat orientasi) bangunan-bangunan sekitarnya. Dengan 

meletakkan kantor Bupati pada permukaan yang paling 

tinggi, seperti telah dibahas dalam Analisis Topograpi, 

akan memperkuatpenampilan kantor Bupati pada permukaan 

paling tinggi. Di sekitar Kantor Bupati, baru ditempatkan 

i 
I 
! 

fingsi-fungsi yang lain, seperti DPRD, Bappeda, BP-7, 

dinas-dinas dan instansi-instansi vertikal lainnya. 

. . .. zone 1 
-  zone 2 

zone 3. 
.' 

~sumsi perletakan bangunan 
"'. A. Fungsi eksekutif 

Fungsi legislatif 
Fungsi koordinasi 
Fungsi dinas, direk 

torat & non 
direktorat 

I
Sumber Analisis 

D.	 Analisis Ruang Bangunan 

1.	 Kebutuhan Ruang, Hubungan Ruang dan Penge lompokan 

Ruang 

a.	 Ruang dalam 

Hubungan ruang yang terjadi di dalam kantor Bupati. 

diperoleh berdasarkan pada kebutuhan ruang yang di tuntut 

oleh adanya kegiatan-kegiatan. persamaan sifat ruang, 
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serta keterikatan antar kegiatan. Keterikatan disini 

maksudnya adalah sampai sejauh mana suatu kegiatan 

memerlukarr-kedekatan secara fisik dengan kegiatan lain, 

sehingga keduanya dapat saling menunjang. 

Berdasarkan susunan hirarki jabatan dan struktur 

organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kusi Banyuasin 

serta hubungan antar ruang di atas, maka secara garis 

besar, ruang-ruang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

- bangunan kantor Bupati 

a. Kelompok Ruang Bupati 

- Ruang kerja Bupati 

- Ruang tunggu 

- Ruang tamu 

- Ruang ajudan dan staf 

- Ruang-ruang servis dan sirkulasi 

b. Kelompok Ruang Sekretaris Vilayah Daerah 

- Ruang kerja Sekretaris Wilayah Daerah 

- Ruang rapat 

- Ruang tunggu 

- Ruang tamu 

- Ruang istirahat 

Ruang service dan sirkulasi 

c. Kelompok Ruang Asisten Sekretariat Bidang Pemerin

tahan : 

- Ruang asisten sekretaris 

- Ruang staf asisten sekretaris 

- Ruang kepala bagian pemerintahan 
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- Ruang kepala sub bagian pemerintahan 

- Ruang administrasi bagian pemerintahan 

- Ruang kepala bagian hukum, organisasi dan tata 

laksana 

- Ruang kepala sub bagian hukum, organisasi dan tata 

laksana 

- Ruang administrasi bagian hukum, organisasi dan tata 

laksana
 

- Ruang kepa baguan humas
 

- Ruang kepala sub bagian humas
 

~	 - Ruang rapat 

- Ruang tunggu 

- Ruang s impan 

- Ruang service dan sirkulasi 

d.	 Keloapok Ruang Asisten Sekretariat Bidang Rkonomi. 

Peabangunan dan Kesra 

- Ruang asisten sekretaris bidang 

- Ruans staf asisten sekretaris bidang 

- Ruang kepala sub bagian perekonomian 

- Ruang administrasi bagian perekonomian 

- Ruang kepala bagian pembangunan 

Ruang kepala sub bagian pembangunan 

- Ruang administrasi bagian pembangunan 

- Ruang kepala bagian kesra 

- Ruang kepala sub bagian kesra 

- Ruang administrasi bagian kesra 
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- Huang rapat 

Ruang arsip 

- Ruang tunggu
 

Ruang simpan
 

- Ruang-ruang service dan sirkulasi
 

e.	 Kelompok Ruang Asisten Sekretariat Bidang UmuB : 

- Ruang asisten sekretaris bidang umum 

- Ruang staf asisten sekretaris bidang umum 

- Ruang kepala bag ian keuangan 

- Ruang kepala sub bag ian keuangan 

- Ruang administrasi bagian keuangan 

- Ruang kepala bagian kepegawaian 

- Ruang kepala sub bag ian kepegawaian 

- Ruang kepala bagian umum dan protokol 

- Huang kepala sub bagian umum dan protokol 

- Ruang administrasi bagian umum dan protokol 

- Ruang rapat 

- Ruang tunggu 

- Ruang arS1p 

Ruang s impan 

- Ruang-ruang service dan sirkulasi 

Kecuali kelompok ruang untuk unit kerja Pemerintah 

Daerah, kantor Bupati kepala daerah Tingkat II Musi 

Banyuasin dilengkapi dengan gedung pertemuan/pendopo 

kabupaten. Kelompok-kelompok ruang yang termasuk dalam 

bangunan gedung pertemuan/pendopo kabupaten ini adalah : 
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8:.	 KelollPok hang Perteauan/balai kesenian 

- Hall ntama 

- Ruang belakang panggung~ pantry~ gudang~ toilet 

- Ruang-ruang service dan sirkulasi 

b. Kelompok Ruang Fasilitas Umum 

- Gallery 

- Kantin 

- Musholla 

Koperasi 

Ruang olahraga
 

- Dharma wanita
 

- Ruang-ruang service dan sirkulasi
 

c.	 Kelompok Ruang Fasilitas penunjang 

- Ruang pola/duta 

- Ruang komputer 

- Ruang pusat arsip 

- Ruang pers 

- Ruang jaga 

- Ruang pengemudi 

- Ruang eksekutif 

- Ruang cetak 

- Ruang perpustakaan 

- Ruang service dan sirkulasi 

Pada perencanaan kompleks pusat pemerintahan 

Kabupaten Dati II Musi Banyuasin di atas~ untuk luas 

rencana-rencana yang kebutuhan luas lantainya sudah ter

tentu~ koordinasi antara bangunan dan areal tanah dapat 
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dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi pada perhitungan 

angka kehntnbBn lUBs lantai dan pengembanljtan dimasa 

datang tidak dapat ditentukan secara pasti. Penentuan 

koordinasi antara besar bangunan dan tanah yang ada, akan 

ditinjau dari kemampuan tanah itu sendiri, dengan memper

hatikan batasan/peraturan yang telah ditentukan. Pendeka

tan dari sudut ini diharapkan dapat menghasilkan besaran 

optimal sesuai dengan kondisi ruang. 

Perhitungan besar ruang dalam kantor Bupati di 

dasarkan pada standar kebutuhan fungsional, hirarki jaba

tan kepemerintahan yang ada dan perkiraan jumlah perso

nel. Perkiraan perhitungan luas masing-masing kelompok 

ruang dapat dilihat pada lampiran, yaitu luas masing

masing kelompok adalah sebagai berikut 

1.	 Kelompok Ruang Bupati : ± 335 M2 
2 

2.	 Kelompok Ruang Sekretaris Wilayah Daerah : ± 174 M 
3.	 Kelompok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan: 

± 738 M2 

4.	 KelollPok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Ekonomi, 

Pembangunan dan Kesra : ± 1000 M2 

5.	 Kelompok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Umum ± 1730 

M2 

6.	 Kelompok Ruang Pertemuan/Balai Kesenian : ± 900 M2 

7.	 Kelompok Ruang Fasilitas Umum : ± 725 M2 

8.	 Kelompok Ruang Fasilitas penunjang : ± 944 M2 
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b. Ruamt Luar 

Lapangan Upacara 

-------.--, 

Untuk mempertinggi nilai simbolis dan monumental 

keseluruhan tapak, lapangan upacara dapat diletakkan pada 

pusat seluruh kompleks pusat pemerintahan, yaitu pada 

titik pertem~an sumbu-sumbu maya Utara-Selatan serta 

barat-Timur. Sehingga lapangan upacara dapat menjadi 

pengikat keseluruhan bangunan tapak. 

'¢ ~. ~gc:. t> Lapangan upacara diletak
kan pada pertemuan sumbu
maya dan menjadi pengikat 
bangunan 

~
 
Sumber : Analisis 

Kebutuhan luas lapangan upacara, diasumsikan seluas 

lapangan sepakbola, yaitu : ± 4.500 M2 

- Ruang parkir 

Sesuai dengan sifat manusia yang selalu 

menginginkan kedekatan dalam meneapai suatu tempat, ruang 

parkir disebar atas beberapa kelompok bangunan yang 

setara hirarki fungsionalnya. Dengan kata lain, ruang 

parkir pada kompleks pusat pemerintahan kabupaten Dati II 

Musi Banyuasin tidak di-pool hnaya pada satu tempat saja. 

perhitungan kebutuhan luas ruang parkir kendaraan 

dilakukan berdasarkan standar yang berlaku di Sumatera 

Selatan (dengan asumsi bahwa kota baru relatif dekat 

dengan kota Palembang). Standar ruang tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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Standar bangunan perkantoran 1 mobil/100 H2 luas 

bangunan. 

Luas ruang yang dibutuhkan untuk 1 mobil yang parkir 

15 - 23 H2 

Sehingga kebutuhan ruang parkir untuk kantor bupati dan 

pendopo/gedung pertemuan dapat dihitung (lihat 

lampiran) . 

Luas ruang parkir untuk kantor bupati, minimal 600 H. 

Luas ruang parkir untuk pendopo, minimal 390 H. 

Tetapi dengan perhitungan luas lahan yang ada dan 

penggunaan Be secara maksimal (60% - 80%), maka ada 

kemungkinan sebagian ruang parkir diletakan pada lantai 

basement/semi basement, mengingat efisiensi penggunaan 

lahan dan kondisi topografinya. 

Tata hijau 

Tata hijau untuk komplek pusat pemerintahan dapat 

dimanfaatkan untuk fungssi-fungsi : 

a.	 Pembentukan suasana, yaitu untuk memperkuat kesan 

monumental dan forma peme

rintahan.
 

b.	 Kemberi kesan visual, terutama pada faktor hubungan 

antar besar bangunan dan jarak penikmatan. Peranan 

kesan visual ini penting untuk diperhatikan,supaya 

bangunan-bangunan yang sudah direncanakan, betul-betul 

dapat dinikmati secara visual. 

c. Pelindung, karen a besarnya kebutuhan ruang parkir,akan 

menyebabkan	 pelataran yang diperlukan menjadi luas.
 

C''''''
~,'~~) ISLA~ .... 
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Area perkerasan harus diimbangi dengan penghijauan, 

terutama dalam fungsi perlindungan terhadap radiasi 

diperlukan sebagai pelengkap 

kompleks pusat pemerintahan. 

pada masing-masing bagian 

maupun 

2. Sistem Sirkulasi 

Dalam susunan tata kerja Pemerintahan Daerah Tingkat 

III Bupati mempunyai 'tangan-tangan' kerja yang siap 

membantu melaksanakan roda pemerintahan di daerah. 

sehingga Bupati harus dapat menjadi koordinator tiap-tiap 

bagian yang membantunya 

dalam bentuk hubungan 

sirkulasinya. 

tersebut. 

antar kelo

Keadaan 

mpok rua

ini diwujudkan 

ng dan sistem 
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1. Kel. Ruang Bupati 
2. Kel. RuangPertemuan/ 

Pendopo 
3. Kel. Fasilitas Umum., . , .. 

4. Kel. Fasilitas Penun 
jang 

5. Kel. Ruang Sekwilda 
6. Kel. Ruang Asisten 

Sekretaris 

-~_._~._-----

Sumber : Analisis 

Karena fungsinya sebagai wadah pelayanan bagi masyarakat, 

maka diharapkan adanya suatu alternatif area sirkulasi 

khususnya yang menghubungkan ruang-ruang. Dengan adanya 

area sirkulasi tersebut, pergerakan pelaku-pelaku 

kegiatan dapat mengalir dan terkontrol. 

Ada dua cara yang dapat ditempuh dalam rancang area 

sirkulasi ini, yaitu pertama dengan menempatkan area 

sirkulasi diantara ruang-ruang dalam bangunan, dan kedua, 

area sirkulasi diletakan pada satu sisi ruang dalam 

bangunan. 

.-7 

~ 

--} 

~ 
EJ 

-7 

~> 

-7 

Area si~kulasi diantara 
ruang. * kesan tertutup

* orientasi ke dalam 

Area sirkulasi disalah 
satu sisi ruang.
* kesan terbuka 

. "',~ 
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3. Organisasi Ruang 

ecara m1Kro, organisasi ruang yang 

dellsau hhalki l.aLa keLja da]8Ui Sl.XIJBI.IIE orgsniSeSl 

Pemerintahan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin. 

Pertimbangan ini sesuai dengan tingkat hubungan 

ruang yang didasarkan pada kebutuhannya. 

Org. ruang mikro 
~L . G~pu"'t ~1I-r. 

y~POPO 

Sumber : Analisis 

- Secara makro, dengan ruang luar, Kantor Bupati harus 

membentuk suatu pola organisasi yang harus terbuka, 

humanis (sebagai lembaga pelayanan masyarakat) 

tetapi harus juga tetap berwibawa, monumental 

(sebagai suatu lembaga resmi negara). 

Org. ruang makro 

Sumber Analisis 
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4:. Kuali tas Ruang 

a. Suasana 

Ruang-ruang di dalam Kantor Bupati kepala Daerah 

Tingkat II Musi Banyuasin harus mencerminkan suasana yang 

sesuai dengan sifat dari fungsinya. Adanya dia bagian 

sifat yang sesuai dengan fungsinya, yaitu bagian yang 

formal dan semi formal. 

Pada bag ian yang formal harus mencerminkan suasana 

resmi dan berwibawa, yaitu pada kelompok ruang kantor 

Bupati. Sifat ini sesuai dengan fungsi sebagai lambang 

suatu lembaga negara. Suasana formal dan berwibawa ter

sebut dapat dipancarkan dengan pengaturan ruang-ruang 

yang simetris sesuai dengan hirarki tata kerja atau 

jabatan pelaku kegiatan. 

Sedang bagian semi formal, yaitu pada bagian pela

yanan, harus mencerminkan suasana ramah dan akrab, karen a 

fungsinya sebagai lembaga yang melayani masyarakat 

banyak. Suasana tersebut dapat diturunkan dari adanya 

bentuk-bentuk yang dinam1S 

gurasi ruang pada bentuk bangunan. 

b. Pandangan 

Sebagai konsekwensi dari penggunaan konsep simetri 

yang dibentuk dari sumbu-sumbu maya, pengaturan ruang

ruang di dalam Kantor Bupati juga harus mencerminkan 

tanggung jawab penggunaan konsep tersebut. Maka, dalam 

perancangan, untuk ruang-ruang yang dianggap mempunyai 
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nilai kepentingan tinggi di dalam Kantor Bupati~ dapat 

diletakk&A pede garis sumbu simetri tersebut. SeCAra 

t;dak langsung. view yang dibuat adalah ke arah sejajar 

dengan garis suabu. Sedang untuk ruang-ruang selain itu 

dapat diletakkan secara simetris di luar garis suobu 

dengan pandangan/view yang lebih bebas. 

Garis Selatan~ 

Ruang-ruang yang diang
gap penting diletakkan 
pada sumbu simetri. 

t' 

Nilai pentingnya ruang~ dalam hal ini diukur dari 

jabatan pelaku kegiatan utama dalam ruang dan fungsi 

ruang tersebut dalam keseluruhan fungsi bangunan Kantor 

Bupati. 

E Analisis Ungknpan Fisik Bangunan 

1. Bentuk Bangunan 

Merupakan perwujudan wadah fisik kegiatan suatu 

lembaga negara yang dapat mencerminkan kegiatan-kegiatan 

di dalamnya dan nilai-nilai yang ada. 

a. Bentuk Ruang 

- Fungsi ruang~ yaitu berdasarkan kegiatan utama pada 

ruang~ yang diterjemahkan dalam bentuk/wujud ruang 

horizontal atau vertikal. Berdasarkan fungsi ruang 

I 
I: 
I 

! 
~ 
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Disini dinamika kota dijalankan melalui bangunan 

yang menampung kegiatan tertentu. 

- Bangunan sebagai elemen penentu ruang 

Bangunan dianggap sebagai pengisi ruang yang 

mempunyai kekuatan yang memancar ke ruang sekitarnya 

4.	 Robert M. Beckley, Urban Design melalui Pengantar Perencanaan 
Kota, Erlangga, Jakarta 1986, Hal. 118-119. 
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ini, untuk menentukan bentuk dasar adalah dengan 

menaaransir gerak kegiatan "tama dan perMot yang 

digunakan. 

- Kualitas pandang, yaitu dengan membuat bentuk yang 

dapat memperkuat terwujudnya komunikasi visual 

antara sisi dalam pada massa. Hal ini dinilai 

penting untuk mencapai kejelasan orientasi bagi 

staf/karyawan dan masyarakat yang akan masuk ke 

dalam bangunan. Kecuali itu bentuk harus menunjang 

penggunaan konsep simetris dengan segala konsekwensi 

dalam susunan tata ruang yang menentukan arah 

pandangan/view. 

b.	 Penampilan Arsitektural Bangunan 

Penempatan suatu bangunan di dalam lingkup secara 

tidak langsung akan membentuk suatu hubungan dengan 

ruang sekitarnya, termasuk dalam lingkup wilayah 

kota. Dalam Urban Design, dikenal 4 determinan 

arsitektur yang memberi/menekankan batasan-batasan 

fungsi bangunan dalam kota yaitu 4: 

- Bangunan sebagai generator kegiatan 
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ataa kebenda-benda yang berhubnngan dengan ruang 

yanS ditempatinYa. Dalam hal ini dampak dari 

kekuatan itu sangat tergantung pada bangunan itu 

sendiri. 

- Bangunan sebagai titik pusat dan landmark 

Determinan ini sesuai dengan kerangka bayangan kota 

dari Kevin Lynch, yaitu bangunan mempunyai peranan 

penting sebagai titik pusat dan landmark. Peranan 

bangunan sebagai titik pusat berasal dari fungsinya 

sebagai penampung aktivitas. Aktivitas berintensitas 

tinggi yang ditampung atau ditimbulkan oleh 

bangunan, melimpah ke kawasan sekitarnya. Aktivitas 

tersebut cenderung untuk menimbulkan lebih banyak 

aktivitas. Bangunan dapat berfungsi baik sebagai 

titik pusat aktifitas semacam itu, dalam arti 

sebenarnya, atau menjadi titik pusat secara 

simbolis. Suatu bangunan dapat menjadi landmark, 

bila terletak pada lokasi yang penting dan mempunyai 

bentuk yang berarti. Atau dengan kata~aln, arus 

ada bangunan-bangunan lain yang kurang penting 

supaya sebuah bangunan dapat menonjol dalam 

pemandangan kota masa kini yang sering dikatakan 

kekurangan landmark, itu bukan karena tidak ada 

bangunan yang kurang penting, tapi justru terlalu 

banyaknya bangunan penting yang saling berlomba 

untuk menjadi paling menonjol. 

Bangunan sebagai batas dan muka 
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Di dalam kot.a, bangunan tersebllt berfungsi sebagai 

tembok dan sebagai perabotnya. Kota dibentik dari 

bangunan-bangunan di latar belakang dan bangunan 

pengisinya. 

Bangunan Kantor Bupati di kompleks pusat 

Pemerintahan kabupaten Dati II Kusi Banyuasin yang 

direncanakan, berada pada suatu area yang baru, dalam' 

arti belum ada bangunan lain di lingkungan sekitar. 

Sehingga determinan bangunan sebagai landmark wilayah 

tidak dapat digunakan untuk pendekatan perancangan. 

Tetapi, bagaimanapun tetap diharapkan bahwa bangunan 

Kantor Bupati tersebut nantinya menjadi landmark 

lingkungan, mengingat fungsi dan kedudukannya dalam 

kompleks pusat pemerintahan. 

Determinan arsitektur dalam Urban Design yang dapat 

diterapkan, terutama adalah menganggap Kantor Bupati 

sebagai titik pusat kota. Walaupun secara fungsional 

Kantor Bupati dalam kompleks pusat pemerintahan tidak 

simbolis dari kantor Bupati inilah seluruh kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam 

wilayah K~bupaten Dati II Kusi Banyuasin berpusat. 

~K~cuali itu, Kantor Bupati dapat dianggap sebagai 

elemen penentu ruang, yang mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi dan menjadi pedoman pembangunan di 

sekitarnya. Namun, di dalam kesatuan ekspresi sebagai 

kompleks pusat pemerintahan, setiap bangunan harus tetap 

menampilkan hirarki yang sesuai dengan fingsi bangunan. 
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Di wilayah kabupaten Dati II Musi Banyuas' 

arsitektur lokal yang dapat 

dipakai sebagai batasan dalam menampilkan bangunan dengan 

ciri setempat. Satu-satunya indikasi kota yang tepat bagi 

Kabupaten Musi Banyuasin adalah, ia merupakan suatu kota 

yang berkembang cukup peaat karen a letaknya diantara 

wilayah kota Palembang dan berbatasan dengan wilayah Pro

pinsi Jambi. Keadaan tersebut cukup jelas terlihat dari 

kemajemukan arsitektur yang ada di Kabupaten Musi Banyu

asin saat ini. 

Maka untuk mendapatkan satu warna arsitektur seba

gai batasan, diambil nilai-nilai Arsitektur Daerah Suma

tera Selatan. 

Sunber Rumah seri adat -

ciri arsitektur Sumatera 
Selatan, yang hampir sama 
dengan Jambi 

TMII 

I,
Kecuali dengan pertimbangan bahwa Musi Banyuasin 

termasuk di dalam wilayah Sumatera Selatan, batasan di 

atas sekaligus digunakan sebagai alat untuk ..I.~" 

I·
memperlihatkan bahwa Musi Banyuasin merupakan daerah yang ,I 

L·.'
sepenuhnya masih dalam wilayah Sumatera Selatan. f2': 

I" 

t'.·.·,. 
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Pendekatan di atas tidak lepas dari salah satu 

dasar perkembangan arsitektur saat ini) yaitu kemajuan 

teknologi yang sangat pesat. Maka untuk mendapatkan ben

tuk arsitektur bangunan Kantor Bupati Kabupaten Dati II 

Musi Banyuasin saat ini) dalam struktur maupun bahan. 

2. Sistem Struktur dan Utilitas 

Sistem struktur bangunan merupakan pendukung dalam 

mewujndkan bentuk bangunan. Untuk menentukan sistem 

struktur bangunan yang dipakai) digunakan pertimbangan-
\ 

pertimbangan : 

Fungsi ruang, berkaitan dengan luas ruang yang 

diperlukan untuk mewadahi kegiatan yang selanjutnya 

akan menentukan panjang bentang dan modul struktur 

yang dipakai. 

Bentuk penampilan, berkaitan dengan konstruksi 

bangunan yang menjadi kerangka terwujudnya bentuk 

penampilan yang selanjutnya akan menentukan sistem 

struktur yang dipilih. 

sendiri, sebagai bagian yang menjamin keamanan, atau
 

dapat juga digunakan sebagai alat mengekspresikan
 

karakter ruang.
 

Kemudahan pelaksanaan konstruksi, berkaitan dengan
 

peralatan, kemampuan tenaga dan waktu pelaksanaan
 

pekerjaan struktur. Masalah ini menyangkut pada
 

kesederhanaan struktur yang dipilih.
 

Material konstruksi, berkaitan dengan bahan bangunan
 

dalam membentuk sistem struktur.
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Ytilitas yang manjadi eagian panting \:mtuk peren r 
canaan pnsa t pemerjntaban ada1a h reDC aDa jariQgaa Jistrik 

dan telepon, serta jaringan air minum. Pada Kantor Bupati 

Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin semua fasilitas 

utilitas tersebut digunakan dan dapat diambil dari 

fasilitas kawasan yang bersangkutan, yang sudah tersedia. 
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BAB IV 

KOHSRP PERRNCANAAN DAN PRRANCANGAN
 

A. Konsep Perencanaan 

1. Konsep tata ruang 

Kabupaten Dati II 

Selatan 

kawasan 

Kusi 

pusat peDerintahan 

Banyuasin di SUDatera 

a. Perwujudan tata ruang pusat pemerintahan di 

Sekayu dapat mencerminkan suasana : 

1.	 Adanya kejelasan orientasi tata ruang. 

2.	 Adanya keindahan yang terwujud dari potensi 

alam yang dipertahankan. 

3.	 Penerapan teknik pengembangan yang sesuai 

dengan kondisi fisik lahan, yang secara tidak 

langsung akan berpengaruh pada upaya 

penghematan biaya perawatan. 

b.	 Penataan fungsi dalam kawasan, mempertimbangkan: 

1.	 Topografi 

2.	 Luas ruangan yang dibutuhkan setiap fungsi. 

3.	 Hubungan antar fungsi. 

c.	 Sistem lay out/tata ruang kompleks pusat 

pemerintahan, mencerminkan nilai-nilai : 

1.	 Accesibilitas, yaitu kemudahan pencapaian 

dari segala penjuru kota. 

2.	 Stabilitas, yaitu pemantapan dan kemapanan 

pusat pemerintahan dari tarikan pusat kota 

lain. 
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3. Orientasi, yaitu sebagai titik orientasi yang 

menjadi pedoman, penggerak dan pengarah 

proses pemoangunan disekitarnya. 

4. IRtegr~tas, yetta Resatuaft antera 01]8 1 oilsi 

yang harus dipancarkan sesuai dengan 

fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan 

kondisi yang membatasinya. 

Dari nilai-nilai di atas, konsep simetri dapat 

dikembangkan lebih jauh. Garis sumbu maya arah Utara-

Selatan dan Timur-Barat dipakai sebagai garis sumbu 

daerah perencanaan pada tapak, garis sumbu tersebut yang 

akan menjadi pedoman pembentukan pola tata ruang dan tata 

letak bangunan dalam tapak, serta menjadi dasar pengguna

an prinsip simetri pada tapak. 

2.	 Konsep keterkaitan pusat pellerintahan dengan 

wilayah sekitarnya•....••. 

DILANJUTKAN PADA.
 

HALAMAN BERIKUTNYA
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•	 Konsep keterkaitan Kawassan Pusat Pemerintah ~ 

Dengan Kota Sekayu Dan Kabupaten Musi Banyuasin 

I<E JALAN 3AfiU UNTAS 
/' SUMATEfiA 

R. 

== --" == ,I "') 

Di 
I i I 

" I I'£.. ..J 

1 
KOTA 3AfiU 

l<E. J<Ec. SEl(AYU I 

PAlEH3ANG 

o Pusat Pf:::mey intahr--,
: I Kawasan Pusat Kota Baru 
~-_... 
IItIUmllDl Jalan Yang Sudah Ada 

t::b::U:ICI Rencana Jalan Tembus Lintas SLlmatera 

Kawasan pusat pemerintahan terletak diutara Wilayah 

kecamatan Sekayu dan diutara kota Baru Ibu kota 

Sekayu yang relatif dekat ( 1-2 km ) dengan jalan 

tembus lintas Sumatera 
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I K~,nsep ket(~Y"I':':::lit<"m ~:::aWaS':ln F'LlS':lt F'cmc'(int':lhori	 , 

denoan kawasan lain 

ke Jambi 1 

" 
I ~ ke Pal emban~J 

Kawasan peYumahan 

dan 

PeY"tanian 

I{a'nlasan 

p eY" Llmah an ~( 

indLlstY"i 

Kawasan 

PeY"daganQan/ I 

KantoY" Kabupaten 

at cl.Ll 

Pusat PemeY"intahan 

Kawasan 

PeY"umahan 

Kawasan 

konseY"vasi &1 

Y"ekY"easi 

I 

Kawasan PeY"dagangan & 

Y"ekY"easi / olah Y"aga 
~ 

KEoKEC. SEKAYU 

! 
~ 

·11 

I!,I 

~ 
Ii 

*	 Pusat pemeY"intahan teY"letak 

pad a CentY"al yang menjadi 

pusat kawasan lain 
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3.	 Konsep peDanfaatan peDandangan dan topograf"i 

P~sst pemeriRtabsR YSRg terletak paga permukaan 

lahan paling tinggi dalam kawasan, memanfaatkan 

sepenuhnya unsur pemandangan dan topografi : 

a.	 Memanfaatkan pemandangan sungai sebagai unsur

unsur pembentuk sumbu-sumbu maya Utara-Selatan 

dan Timur-Barat. 

b.	 Memanfaatkan sungai untuk menunjang penampilan 

bangunan. 

c.	 Topografi yang landai dimanfaatkan untuk peren- . 

canaan transportasi, yaitu dengan menempatkan 

jalan-jalan menyusur sungai pada pinggiran PUS8:t. 

pemerintahan, kecuali untuk menambah kesan 

monumental juga untuk mempermudah pengontrolan 

drainase muka air tanah. 

d.	 Topografi lahan dimanfaatkan untuk penataan 

fungsi-fungsi bangunan, sesuai dengan hirarki 

yang tercermin dalam struktur organisasi 

pemerintahan Kabupaten Dati II MUsi Banyuasin. 

e. Apabila ada perubahan permukaan lahan yang tak 

dapat dihindari, perubahan permukaanlahan di

jaga agar tidak merubah karakter dasar yang ada. 

f. Kantor Bupati diletakkan pada lahan yang 

tertinggi Pada titik pertemuan sumbu Utara

Selatan dan Timur-Barat. 
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L4.	 Kohsep Kejelas811 Orientasi 

~itik erieRtasi .~~~pak8R titik pertemu8R sumbu

sumbu maya Utara-Selatan dan Timur-Barat : 

a.	 Kejelasan orientasi berpengaruh pada simetri 

sitas ruang dan bangunan. 

b.	 tata orientasi dalam kawasan dan kompleks pusat 

pemerintahan menggunakan konsep simetris~ yang 

dibentuk dari sumbu-sumbu maya tersebut. 

~ 
D 

Menciptakan sumbu2 
maya Utara-Selatan 
dan Timur-Barat~~."'~T untuk simetrisitas 
ruang.

! 
* Konsep 

c.	 Perletakan bangunan/ruang berdasarkan pada nilai 

kepentingan bangunan/ruang terhadap pusat 

pemerintahan. 

gedung DPRD yang merupakan wadah palaku funasi 

eksekutif dan legislatif diletakan tepat pada 

garis sumbu maya. 

-

-

Fungsi-fungsi pusat pemerintahan yang lain~ 

berada diluar garis sumbu maya dan berorien

tasi kekelompok bangunan di atas atau kearah 

garis sumbu maya. 

Fasilitas-fasilitas kota yang muncul karena 

adanya pusat pemerintahan baru ini adalah 
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pusat perdagangan, masjid, gereja, gedung 

olahraga yang simetris terhadap garis sumbu 

maya.	 Bangunan-bangunan tersebut juga memben

tuk pola yang simetris terhadap garis sumbu 

maya. 

tata orientasi 

1.2.3	 Ruang + bangunan 
pusat pemerintahan 
yang dianggap pen
ting diletakan pada 
sumbu maya. $) 

A.	 Fasilitas penunjang
 
pusat pemerintahan.
 

B.	 Fasilitas pusat kota 
C.	 Pusat perdagangan
 

dan lain-lain.
 

*	 Konsep 

d.	 Simetrisitas menghasilkan bentuk yang teratur 

dan memberikan kesan resmi pada kantor bupati, 

sesuai dengan nilai formalitas yang harus dipan

carkan sebagai suatu lembaga negara. 

5.	 Konsep Honumentalitas
 

Kesan monumental diperlukan bagi bangunan pusat
 

pemerintahan. Kesan monumental tersebut dapat
 

dicapai melalui :
 

a.	 Perancangan bangunan. 

- Bentuk/profil bangunan ukuran-ukuran yang 

tidak umum, berbeda dengan lingkungan. 

-	 Figur permukaan bangunan penggunaan unsur 

vertikal pada permukaan bangunan. 
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- Latar belakang banSunan : membuat keseimpangan 

yang indah dengan bangunan. 

b.	 Pengaturan ruang-ruang terbuka. 

- Lapangan upacara sebagai pengikat massa-massa 

bangunan. 

-	 Lapangan upacara sebagai ruang terbuka, 

diletakan didepan bangunan kantor bupati, yang 

memungkinkan struktur bangunan terlihat. 

c.	 Pengaturan sistem sirkulasi. 

6.	 Konsep sirkulasi 

a. Hemberikan kemudahan pencapai dari/keruang-ruang 

yang ada di sekitarnya. 

b. Perencanaan transportasi pusat ~emerintahan 

menggunakan konsep fasilitas pusat sebagai 

penyatu : 

Jalan protokol seba
gai gerbang masuk 
pusat pemerintahan. 
Jalan arteri sekun 
er seoagal oatas

batas pusat pemerin 
tahan. 
Jalan lokal dibuat 
dengan pola sesuai 
zonning ruang. 

* Konsep 

1. 

3. 

Jalan protokol/arteri untuk mencapai kompleks 

pusat pemerintahan. 

- Jalan arteri sekunder pada batas-batas pusat 

pemerintahau, sobagai penyatu yang jelas kom

pleks PUSRt pem~rintRhan. 
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c. Sist-em sirkulas:i diharapkan mewujndkan kete 

raturan ruang. orientasi dan keteraturan lalu 

lintas. 

d.	 Di dalam kompleks 

sirkulasi diarahkan 

ruang (zonn ing) . 

e.	 Sirkulasi pencapaian 

simetris. 

7.	 Konsep Zonning 

a.	 Berdasarkan hirarki 

pusat pemerintahan, sistem 

untuk menunjang pembagian 

ke bangunan langsung dan 

jabatan dalam kepemimpinan 

dan sifat pelayanan terhadap masyarakat, komp ~ . 
leks pusat pemerintahan dibagi dalam tiga sifat ! 
daerah (zonning) 

- Zonning I fungsi legislatif (DPRD) dan 

fungsi eksekutif (kantor Bupati dan Setwilda 

dan pendopo Kabupaten ), merupakan fungsi

fungsi pemerintahan daerah yang tertinggi. 

Meliputi seluruh bidang pelayanan. 

- Zonning II fungsi-fungsi koordinas1 

(Bappeda, BP-7, dan Itwilda), merupakan 

fungsi-fungsi pembantu eksekutif dan 

bertanggung jawab langsung kepada kepala 

daerah. 

b.	 Peletakan bangunan dalam kompleks pusat 

pemerintahan berdasarkan sistem kepemerintahan 

seperti yang tercermin dalam struktur organi 

sasi : 
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1. Kantor Bupati > eksekutif+ 

3. Fungsi koordinasi (eks) 
4. Fungsi Dinas, Direktorat 

dan non Direktorat. 

----zonna : 1 
-zonna: 2 
_ ._._.-zonna : 3 

* Konsep 

B. Konsep Perancangan 

1. Konsep Tata Ruang Dalan 

a. Hubungan ruang didasarkan pada kebutuhan ruang 

yang dituntut oleh adanya kegiatan-kegiatan, 

persamaan sifat ruang, serta keterikat atas 

kegiatan. 

b. Pengelompokan ruang berdasarkan susunan hirarki 

jabatan, struktur organisasi dan hubungan ruang. 

c. Perhitungan luasan ruang berdasarkan standar 

luas ruangan, perkiraan kebutuhan fungsional, 

hirarki jabatan pemerintahan dan perkiraan 

jumlah personal. 

jabatan dalam susunan kepemerintahan 

1.	 Kel. Ruang Bupati 
2.	 Kel. Ruang Setwilda 
3.	 Kel. Ruang Sekr. 

Bidang Pemerintahan 
4.	 Kel. Ruang Sekr. 

Bid. Pembangunan 
5.	 Kel. Ruang Sekr. 

Bid. Umum. 
6.	 Kel. Ruang Pertemu 

an. 
7.	 Fasilitas Umum. 
8.	 Fasilitas Khusus. 

* Konsep 
.~~l~~~

~~i;..~~_.• _ ..l~.,·~
fl ,(,,~'/4.t>~;r":\"s7;·,.r~ \.79 1,' ·s /'~">!'\111IJI"'~'~~Ltl1.i_t.J.LI.lLi:\.f-"...•t 
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e. Secara makro, dengan ruang luar 

2. Konsep Sirkulasi 

a. Sirkulasi kegiatan antar kelompok ruang, 
! . 

berdasarkan hubungan tata kerja : 

1. Kel. Ruang Bupati 
2. Kel. R. Setwilda 
3. Kel. R. Asisten 

. , Sekretaris 

b. Ada area sirkulasi khusus yang menghubungkan 

ruang-ruang : 

..., 

~ 

--) 

Ruang sirkulasi 
khusus pada sisi 
ruang 
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3. Konsep suasana 

kant or Bnpatj barns mencerm;nkan snasana yang 

sesuai dengan sifat dan fungsinya : 

- Resmi dan formal, sebagai lembaga 

pemerintah/negara dipancarkan dengan pengaturan 

ruang-ruang yang simetris. 

Akrab dan terbuka, yang merupakan penurunan sifat 

semi formal sebagai lembaga pelayanan masyarakat, 

diturunkan dalam bentuk-bentuk yang dinamis dan 

tidak kaku dalam konfigurasi ruang pada bentuk 

bangunan. 

4. Konsep pandangan da18.ll tata ruang 

Pandangan dalam tata ruang merupakan konsekwensi 

dari penggunaan konsep simetri : 

Ruang-ruang yang dianggap mempunyai nilai 

kepentingan tinggi di dalam kantor Bupati, 

diletakkan pada garis sumbu s1metr1, dengan view 

kearah sejajar dengan sumbu simetri. 

- Nilai kepentingan diukur dari jabatan pelaku 

kegiatan utama dalam ruang dan fungsi ruangnya. 

5. Konsep Ruang Luar 

a.	 Ruang parkir : 

Ruang parkir tersebar pada kelompok bangunan 

yang setara hirarki fungsionalnya. 

-	 perhitungan luas ruang parkir menggunakan 

standar seperti yang berlaku pada bangunan 

perkantoran di Palembang. 
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\ 

basemant 

Ada h.emungkinan sehagian puangan parki:E' ~ 

Idiletakkan pada lantai ~ha~em8nt/semj 

jika perhitungan Be dan luas lahan tidak 

memungkinkan. 

b. Tata Hijau, berfungsi sebagai 

- Pembentuk suasana. 

- Hemberi kesan visual. 

- Pelindung, pembatas, pengarah. 

taman-taman. 

6. Konsep Bentuk Ruang 

Bentuk ruang merupakan penurunan dari 

- Fungsi ruang : berdasarkan kegiatan utama, dengan 

mengaransi kegiatan utama dan 

perabot dalam ruang. 

- Kualitas pandang :	 Bentuk yang memperkuat 

terwujudnya komunikasi visual 

antara sisi dalam pada massa. 
;. 

7. Konsep Penampilan	 Arsitektural Bangunan 

a.	 Bangunan sebagai elemen penentu ruangan 

- mempunyai pengaruh yang kuat untuk menjadi 

pedoman pembangunan sekitarnya. 

- Bentuk bangunan harus kelihatan kokoh, yang 

memperlihatkan suatu usaha untuk melindungu 

dan menjadi pedoman pembangunan di sekitarnya. 

b.	 Sebagai unsur citra, bangunan Kantor Bupati 

dianggap sebagai titik pusat. 
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o.	 Warna arsitektur, mengambil dari nilai nilai 

arsitektur daerah Snmatera Selatan 

d.	 P~p~mpilan yang diturunkan dari sifat-sifat umum 
.,=_ :/;;J}: ~:.--'." 

~~ebagai bangunan pusat pemerintahan 

- Bentuk yang teratur dan simetris, memperlihat

kan kestabilan seperti yang terlihat _pada 

pusat pemerintahan. 

Mencerminkan karakter formal, sesuai dengan 

sifat bangunan sebagai suatu lembaga negara, 

tetapi akrab dan terbuka sesuai dengan sifat 

pelayanannya. 

e.	 Pendekatan dari melihat, kondisi fisik dan 

lingkungan mendapatkan bentuk arsitektur 

bangunan : 

- Memanfaatkan pemandangan sebagai latar 

belakang penampilan bangunan. 

- Memperhitungakan iklim dan topografi lahan. 

- mengikuti perkembangan teknologi pembangunan 

saat ini.
 

Tinggi bangunan sesuai dengan batasan/ pera

8. 

turan pembangunan. 

Konsep SisteD Struktur dan Utilitas 

a. Sistem struktur : 

Pertimbangan-pertimbangan 

sistem struktur : 

dalam 

- Fungsi ruang, berkaitan dengan 

menentukan panjang bentang. 

menentukan 

luasan yang 
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- Bentuk penampilan, yang menentnkall sistem 

terpiliR. 

- Fungsi struktur, sebagai pengaman atau 

mengekspresikan karakter ruang. 

- Kemudahan pelaksanaan, menyangkut 

kesederhanaan sistem struktur dan kesesuaian 

dengan daya dukung tanahnya. 

- Material konstruksinya: dengan faktor-faktor 

keawetan dan ketahanan serta kekuatan, 

mendukung nilai estetik, kemudahan perawatan 

dan kemungkinan pelaksanaan. 

b. Utilitas Bangunan 

- Utilitas yang terpenting untuk bangunan pusat 

pemerintahan adalah : jaringan listrik, 

jaringan air minum, jaringan telepon. 

-	 Semua fasilitas Utilitas di atas sudah dapat 

diambil dari fasilitas kawasan yang sudah 

tersedia. 
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DAPTAR LAHPlRAB 

Peta pembagian wilayah pengembangan kota Sekayu.
 

Peta sistem jaringan drainase kota Sekayu.
 

Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Dati II
 

Musi Banyuasin Sumatera Selatan.
 

Struktur organisasi Bappeda Dati II Musi banyuasin
 

Sumatera ·Selatan.
 

Struktur organisasi Kantor Sospol Dati II Musi
 

banyuasin Sumatera Selatan.
 

Struktur organisasi BP-7 Dati II Musi banyuasin
 

Sumatera Selatan. 

Struktur organisasi Mawil Hansip Dati II Musi 

banyuasin Sumatera Selatan. 

Pola pembangunan pengelolaan kota Sekayu. 

Oaf tar perhitungan luasan ruang Kantor Bupati~ Gedung 

Pertemuan/Pendopo dan ruang parkir. 
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1. a. loelollPok Ruang Bupati 

No. 

,l. 

Nama Ruang 

R. kerja Bupati 

Jumlah 
Personal 

1 

Ratio 
(M2/0rg) 

40 

Luas Rg. 
(M2) 

40 

Total 
(1'12) 

, 

2. 

3. 

4. 

5. 

R. 

R. 

R. 

R. 

Ajudan 

Rapat 

Tunggu 

Tamu 

+ Staf 3 

40 

10 

20 

10 

2,5 

1,5 

2,5 

30 

100 

15 

50 

I 
i 

6. R. Istirahat - -
Jumlah 

50 

265 

• 

i, 

7. R. Service + 
Sirkulasi = 25 

25 
% --- x 

100 
265 = 70 

" 335 

b. KeloDpok Ruang Sekretaris Wilayah Daerah 

I 

No. Nama Ruang 
" 

Luas Rg.Jumlah Ratio' 
Personal (K2/0rg) (M2) 

l. R. kerja 1 30 30 

2. R. Ajudan 1 10 10 

3. R. Rapat 16. 2,5 40 

4. R. Tunggu 6 1,5 9 

5. R. Tamu 12 2,5 30 

6. R. Istirahat - - 20 

JUll'llah 139 

7.' R. 'Service + 25 
Sirkulasi = 25 % --- x 139 = 35 

100 

Total 
,(M2) 

" 

~ 
I 

174 

! 

,,;;dt,J: 
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c. KelolDPok RU8l1g Asisteu Sekretaris Bidang Pellerl.ntahan 

No. 

1. 

Nama Ruang 

R. Ass Sekretaris 

Jumlah 
Personal 

1 

Ratio 
(M2/0rg) 

24 

Luas Rg. 
(M2) 

24 

Total 
(M2) 

R. Staf Ass. Sek 4 6 24 

I, 

2. 

3. 

4. 

5. 

R. Kabag. Pemth. 

R. Kasubag Pemth. 

R. Adm.Bag.Pemth. 

R. Kabag Hukum, 

Organisasi, Tata 

Lingkungan 

R. Kasubag. 

R. Adm.Bag.Hukum, 

Ortak 

R. Kabag.Humas 

R. Kasubag.Humas 

R. Adm.Bag.Humas 

R. Rapat 

R. Tunggu 

R. Arsip 

R. Istirahat 

1 

5 

39 

1 

5 

25 

1 

3 

12 

16 

4 

-

16 

10 

4 

16 

10 

4 

16 

10 

4 

1,5 

2,5 

-

16 

50 

156 

16 

50 

100 

16 

30 

48 

24 

10 

13 

13 

6. R. Service + 25 
Sirkulasi = 25 % --- x 

100 

Jumlah 

590 = 

590 

148 

738 

,
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Pellbangunan dan Kesra.	 !. 

I 

I 

" 

I. 

No. 

1

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

RatioNama Ruang Jumlah Luas Rg. Total 
Personal (H2/0rg) (H2) (H2) 

1R. Ass Sekretaris 

4R. Staf Ass. Sek 

R. Kabag Perekono 
mian 1 

3R. Kasubag. 

24 24 

6 24 

16 16 
10 30 

4 208 
16 16 , 
10 30 

4 176 

16 16 

10 30 

4 144 

1~5 40 

2~5 10 

- 13 

- 13 

800 

200 

1000	 

; 

!.R. Adm.Bag.Pereko 
nomian 52 

1R. Kabag Pemb. 

R. Kasubag. Pemb. 3 

R. Adm.Bag.Pemb. 44 

R. Kabag. Kesra 1 

R. Kasubag 3 

R. Adm.Bag.Kesra 36 

R. Rapat 16 

R. Tunggu 4 

R. Arsip -
R. Simpan -

Jumlah 

R. Service + 25 
Sirkulasi	 = 25 % --- x 800 = 

100 



"._----------- - 

e. Kelollpok RU811g Asistell Sekretaris Bidang UIlUIl 

No. Nama Ruang Jumlah 
Personal 

Ratio 
(M2/0rg) 

Luas Rg. 
(M2) 

Total 
(M2) 

1. R. Ass Sekretaris 1 24 24. 

R. Staf Ass. Sek 4 6 24 

2. R. Kabag Keu. 1 16 16 

R. Kasubag. Keu. 3 10 . 30 

R. Adm.Bag. Keu. 79 4 \ 316 

3. R. Kabag Kepeg. 1 16 I 16 

R. Kasubag.Kepeg. 3 10 \ 30 

R. Adm.Bag.Kepcg. 58 4 \ 232 

4. R. Kabag. Umum + J 

Protokol 1 16 16 

5. R. Rapat 16 1>5 40 

R. Tunggu 4 2>5 10 

R. Arsip - - 22 

R. Simpan - - 22 

Jumlah 1384 

R R ~F! • r'l:> 4- ?~ 

Sirkulasi = 25 % - x 1384 ::" 200
 
100
 

1730 
I 

I 
i 

~ 
il 

.... _-} 
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eto. l'fama t{uang .,lUmlah 
Personal 

Ratio 
(H2/0rg) 

Luas Rg. 
(H2) 

Total 
(H2) 

\ 

I 

• 

l. Hall Utama 400 1~5 600 

2. 

2. 

Belakang Panggung~ 

Pantry~Gudang~ 20 
Toilet = 20 % ---- x 600 

100 

Jumlah 

R. Service + 25 
. Sirkulasi = 25 % --'- x 720 

100 

= 120 

= 720 

= 180 

900 

b. KeloDpok Ruang Fasilitas UDUD 

No. Nama Ruang Jumlah 
Personal 

Ratio 
(H2/0rg) 

Luas Rg. 
(H2) 

Total 
(H2) 

l. Gallery - - 100 

I 

I 
I 

2. 

3. 

Kantin 

Husholla 

100 

50 

1 

2 

100 

100 

4. Koperasi - - 100 

5. R. Olahraga - - 100 

6. Dharma "'anita - - 80 

Jumlah 580 

I 

I 

7. R. Service + 
Sirkulasi = 25 

25 
% ---

100 
x 580 = 145 

725 
, 

.p:o.:s·,v:",l-" 1_.':4,~.~. 
i'/~(~·~:;;;w,~~~,,,~t?~(\ 

/' ·.-,'/tjJ11lJliU.ili l~:~\t~~. 

\~~inurr~g
 
\':'::!!iIi~;;;/ 

" 

i 

2. a. Itelempok hang Per'telman/Balai Kesellian ~ 
I 

I 



c. KeloDPok Ruang Fas111tas Penunjang 

No. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Nama Ruang 

R. Pola/Duta 

R. Komputer 

R. Pusat Arsip 

R. Pers 

R. Jaga 

R. Cetak 

R. Perpustakaan 

R. Pengemudi 

Balai Eksekutlf 

Jumlah 
Personal 

100 

-
-

50 

-
-

-

-

-

Ratio 
(H2/0rg) 

2 

-
-
1,5 

-
-
-
-
-

Luas Rg. 
(H2) 

200 

150 

120 

75 

20 

10 

100 

20 

60 

Total 
(H2) 

7. R. Service + 
Sirkulasi = 25 

25 
% --

100 
x 

Jumlah 

755 = 

755 

189 

944 
-...... 

- Kebutuhan luas ruang parkir untuk Kantor Bupati seluas = 

(335 + 174 + 738 + 1001 + 1730) = 3977 H2 adalah 

3977 
= x 1 mobil = 40 mobil. 

100 

Luas ruang parkir minimum = 40 x 15 H2 = 600 H2. 

- Kebutuhan luas ruang parkir untuk Pendopo Kab/Gedung 

Pertemuan) seluas = (900 + 725 + 944) = 2569 H2 adalah 

2569 
= x 1 mobil 

100 

Luas ruang parkir minimum = 26 x 15 H2 = 390 H2. 

~
 


